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ABSTRAK 

Penelitian untuk membuktikan apakah penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toba, baik secara parsial dan 

simultan. Teknik pengumpulan data yaitu melalui data sekunder yaitu data yang 

diperoleh langsung dari sumber data yaitu Laporan APBD Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Toba dan melalui studi pustaka. Data yang digunakan dari tahun 

2018 sampai 2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan 

pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Toba, dimana jumlah t hitung = 3,288 dan t tabel = 4,604, maka t hitung 

< t tabel. Dan berdasarkan nilai R2 = 78.3% artinya penerimaan pajak daerah 

berpengaruh sebesar 78.3% terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toba. 

 

Kata Kunci : Pengaruh, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah 
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ABSTRACT 

 

This research analysis to prove whether regional tax revenues have an effect on 

Toba Regency's Original Regional Income, both partially and simultaneously. The 

data collection technique is through secondary data, namely data obtained directly 

from data sources, namely the Toba Regency Regional Revenue Agency APBD 

Report and through literature study. The data used is from 2018 to 2022. The 

analytical method used in this research is a quantitative descriptive method. The 

results of this research show that regional tax revenues have a significant effect on 

Toba Regency's Original Regional Income (PAD), where the t count = 3.288 and t 

table = 4.604, so t count < t table. And based on the value of R2 = 78.3%, this 

means that regional tax revenues have an influence of 78.3% on the original 

regional income of Toba Regency 

Keywords : Influence, Regional Taxes, Regional Original Income 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peningkatan terhadap program pembangunan daerah merupakan salah satu 

bagian dari pembangunan skala nasional, yang merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan potensi dan kemampuan pemerintahan daerah agar dapat 

mewujudkan berjalannya program pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang 

terbaik kepada masyarakat. Pembangunan daerah berarti memberikan kewenangan 

terhadap suatu daerah melalui pemerintah pusat untuk dapat mengelola dan 

meningkatkan potensi daerahnya secara optimal guna untuk kemajuan daerah serta 

kesejahteraan masyarakat. 

Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada 

daerah dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat mengelola tanggung jawabnya 

terhadap wilayahnya secara efektif dan bertanggung jawab. Sejak diberlakukannya 

otonomi daerah, fokus utamanya adalah pada kabupaten dan kota, di mana sejumlah 

kewenangan diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah setempat. Ini 

memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat peraturan-peraturan yang sesuai 

dengan kebutuhan lokal guna mewujudkan otonomi daerah. Tiap daerah memiliki 

hak dan tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri dengan 

tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta 

pelayanan kepada masyarakat.  

Untuk menjalankan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki hak untuk 

mengenakan berbagai jenis pungutan kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpajakan 

merupakan salah satu bentuk ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah untuk mendukung program-programnya. Ini 

menandakan keterlibatan aktif masyarakat dalam urusan negara dengan membayar 

pajak dan pungutan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, 

pengenaan pajak daerah haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pajak 

adalah elemen krusial yang menjadi landasan kuat bagi ekonomi dan sistem 

pemerintahan sebuah negara. Pajak memiliki peran yang sangat signifikan karena 

merupakan sumber utama pendapatan bagi negara. Sesuai dengan definisinya, pajak 

adalah kewajiban bagi individu atau perusahaan untuk memberikan kontribusi 

kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kontribusi ini bersifat 

wajib, tidak langsung menghasilkan imbalan, dan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan negara demi kesejahteraan maksimal bagi rakyat. Jika pungutan pajak 

tidak dilakukan, akan sulit bagi negara untuk melaksanakan banyak program yang 

berguna untuk membangun suatu daerah atau negara. Contohnya, untuk membiayai 

proyek pembangunan, belanja pegawai, hingga berbagai macam pembiaayaan 

lainnya. Pajak juga dipergunakan untuk rakyatnya agar memberikan kesejahteraan 

bagi seluruh masyarakat. Sangat jelas bahwa kontribusi dari penerimaan pajak 

untuk suatu negara sangat berpengaruh untuk menyokong perkembangan di 

pemerintahan dan segala macam pembiayaan pembangunan. 

Pemerintah daerah memiliki berbagai jenis pajak yang dapat mereka 

tetapkan dan pungut untuk mengumpulkan dana guna meningkatkan pembangunan 

daerah. Jenis-jenis pajak daerah ini meliputi Pajak Hotel dan Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame atau Iklan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pemanfaatan 
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Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, serta Pajak Parkir. Pungutan ini merupakan 

sumber pendanaan penting bagi pengeluaran pemerintah daerah. Ketika penerimaan 

dari pajak daerah meningkat, pendapatan asli daerah juga akan naik, mendorong 

pengembangan dan pembangunan daerah yang lebih lanjut.  

Pengumpulan pajak daerah adalah bukti dari kesadaran dan keterlibatan 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang mendukung pembiayaan 

negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab untuk membayar dan 

melaporkan pajak merupakan bagian dari kewajiban perpajakan yang harus 

dipenuhi oleh wajib pajak, yang merupakan anggota masyarakat. Pemerintah, 

sebagai lembaga perpajakan yang sah, memiliki tugas untuk memberikan 

pembinaan, layanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jumlah 

kebutuhan daerah semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga diharapkan jumlah 

penerimaan pajak daerah juga mengalami peningkatan sehingga mampu menopang 

ekonomi daerah. Ketika pertumbuhan di daerah semakin baik hal itu akan 

menunjukkan kualitas otonomi daerah. Penelitian tentang pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan oleh Dewi dan Budhi, (2018), Sihaloho 

(2020) dan Saragih (2018) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah hal ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subianto, Miki Indika, dan 

Hengki Febriansa (2019) menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan sampel 

penelitian 5 tahun, hal ini yang menjadi gap yang diangkat penulis didalam 

penelitian ini. 
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Salah satu sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal 

dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 1 yaitu : Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, 

dan Lain-lain PAD yang sah. 

Empat komponen sumber pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dukungan positif untuk peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Rima 

Sundari dan Melly (2016) dimana dijelaskan bahwa peranan sektor pajak daerah 

yang paling besar kontribusi dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah itu 

sendiri. Provinsi Sumatera Utara sendiri memiliki beberapa destinasi wisata yang 

sedang difokuskan pemerintah perkembangannya untuk dapat digali potensi 

pariwisata didaerah itu sendiri untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi 

daerahnya, antara lain adalah Geopark Kaldera Toba, Kab. Nias Selatan yang ada 

di Pulau Nias, Pulau Pandan di Tapanuli Tengah, dan wisata lainnya yang ada 

didaerah Sumatera Utara. Perbandingan wisata yang ada di Pulau Nias dan Geopark 

Kaldera Toba yang tidak kalah menarik, menjadikan Pulau Nias menjadi salah satu 

destinasi yang mampu menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Pulau Nias 

(Tano Niha) adalah kepulauan yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera, 

Indonesia, dan secara administratif berada dalam wilayah provinsi Sumatera Utara. 

Pulau dengan luas wilayah 5.625 km2 ini berpenduduk hampir 1.000.000 jiwa. 

Pulau Nias yang dihuni oleh mayoritas suku Nias (Ono Niha) yang masih banyak 
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budaya megalitik dan memiliki objek wisata seperti rumah adat Nias, museum, 

homba batu (lompat batu), dan pantai yang membuat pulau Nias unik dan menjadi 

daya tarik tersendiri yang diminati oleh wisatawan, baik dari dalam negeri maupun 

mancanegara. Pantai (beach) salah satu icon daerah wisata yang ada di Pulau Nias, 

yang tidak kalah indahnya dengan pantai yang berada di luar pulau Nias. Pantai 

Sorake yang ada di Kabupaten Nias Selatan menjadi salah satu daerah wisata yang 

ada di bagian Nias selatan kota Teluk Dalam yang saat ini sedang berkembang pesat 

yang ramai dikunjungi oleh karena keindahan air laut dan pantai yang berpasir putih 

memberi kenyamanan dan nuansa tersendiri bagi pengunjungnya. Pantai ini 

bersebelahan dengan Pantai Lagundri dengan jarak 2 km. Pantai Sorake terkenal 

dengan keindahan pantai dan ombaknya sehingga dinobatkan sebagai salah satu 

tempat selancar terbaik kedua setelah pantai Hawai (Amerika). Hampir setiap hari 

kegiatan selancar dilakukan di Pantai Sorake, terutama para surfing lokal. 

Tingginya minat pada Pantai Sorake menjadikan Pantai Sorake sebagai salah satu 

destinasi wisata utama di Pulau Nias. Ombaknya yang terkenal ini membuat Pantai 

Sorake dijuluki “All Time Surfing” oleh para peselancar dunia. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, kunjungan wisatawan dalam periode 

2018 – 2022 ke Pulau Nias jumlahnya masih dibawah wisatawan yang mengunjungi 

Danau Toba di Kabupaten Toba. Berdasarkan berita yang dilansir oleh Kompas.com 

menurut Bupati Nias Sokhiatulo Laoli dalam acara peluncuran tagline “Nias Pesona 

Pulau Impian” hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain kurang 

memadainya akses berupa transportasi dan akomodasi ke Pulau Nias, dimana saat 

ini Bandara Binaka Nias hanya bisa didarati oleh ATR yang aksesnya hanya dari 

Bandara Kualanamu, daya tarik wisata yang rendah karena spot wisata yang kurang 
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tertata dengan baik, kurangnya sosialisasi pemerintah pusat dan daerah tentang 

wisata di Pulau Nias, dan kurangnya kesiapan dan keterbukaan masyarakat nias 

sendiri terhadap pariwisata didaerah Pulau Nias yang dimana jika pariwisata 

semakin baik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan dapat mendongkrak 

pendapatan asli daerah itu sendiri, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah 

wisatawan yang datang berkunjung ke Pulau Nias, berdasarkan data BPS berikut. 

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Pulau Nias  

       dan Kabupaten Toba Tahun 2018 – 2022 

Tahun Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Toba 

2018 61.292 645.503 

2019 72.596 802.677 

2020 10.783 217.729 

2021 11.731 201.335 

2022 59.200 1.031.594 

          Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah) 

 

 Berdasarkan data wisatawan tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Toba 

menjadi daerah wisata yang lebih diminati oleh wisatawan domestik maupun 

mancanegara dalam periode tahun 2018 – 2022, dikarenakan akses ke Danau Toba 

yang lebih mudah dan terjangkau oleh wisatawan, serta transportasi dan akomodasi 

yang memadai untuk menjangkau daerah-daerah wisata di Kabupaten Toba sendiri. 

Pemerintah Kabupaten Toba akan dijadikan fokus bagi penulis dalam 

melakukan penelitian. Dimana Pemerintah Kabupaten Toba merupakan salah satu 

daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki perkembangan ekonomi yang 

pesat termasuk dalam sektor pariwisata. Kabupaten Toba juga memiliki masyarakat 

dengan berbagai macam aktivitas, berbagai macam budaya dan ciri khas tersendiri. 

Saat ini Kabupaten Toba menjadi salah satu fokus pemerintah pusat dalam 

mengembangkan potensi wisata superpriotas yang masuk dalam program 
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pemerintah DPSP (Destinasi Pariwisata Super Prioritas) yaitu dengan 

mengembangkan pariwisata di Danau Toba yang merupakan bagian dari wilayah 

Kabupaten Toba. Dengan dipilihnya Kawasan Danau Toba menjadi wisata 

superprioritas oleh pemerintah pusat khususnya Kabupaten Toba mampu 

mendorong dan mendongkrak perekonomian di Kabupaten Toba yang memiliki 

potensi menghasilkan pajak daerah yang cukup besar dimana salah satunya 

bersumber dari perhotelan, restoran, pariwisata, perdagangan, UMKM, dan pajak 

lainnya yang terkait dengan pajak daerah. Seiring dengan bertambahnya aktivitas 

di masyarakat Kabupaten Toba dan potensi daerah yang semakin berkembang, 

ekonomi masyarakat pun mengalami peningkatan. Sebagai daerah yang aktif 

dengan berbagai kegiatan, Kabupaten Toba memiliki peluang untuk mengelola 

potensi pajak daerah dengan efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

setempat.  

Kabupaten Toba merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara tentunya 

memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan 

pembangunan daerah diberbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan 

sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah 

daerah Kabupaten Toba  itu sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah 

yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari 

pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah disamping penerimaan dari 

pemerintah Provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan 

dengan upaya untuk mengingkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan 

daerah, maka Pemerintah Kabupaten Toba berusaha secara aktif untuk 
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meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama 

penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. 

Realisasi  Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Toba tahun 2018-2022 

mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi 

daerah yang ada di Kabupaten Toba belum sepenuhnya memberikan kontribusi 

yang maksimal dari tahun ke tahun sehingga secara keseluruhan pemanfaatannya 

belum tercapai dengan optimal. Kabupaten Toba yang menjadi pusat destinasi 

wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat berdampak maraknya 

pertumbuhan restoran dan hotel di Kabupaten Toba, banyak pelaku usaha dibidang 

restoran dan hotel membuka usaha dan kesempatan baru di daerah Toba. Namun, 

menurut berita yang dilansir oleh media Opsi.id  banyak pelaku usaha di bidang 

restoran di Kabupaten Toba sulit untuk membayar pajak dikarenakan alasan sulit 

untuk menghitung pajak yang akan dikenakan dan beberapa alasan lainnya hal ini 

dikemukakan oleh Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Toba, Parulian Siregar. 

ArmadaNews juga menyatakan bahwa banyak restoran di Kabupaten Toba sulit 

untuk membayar pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan untuk menghitung 

jumlah pajak dan kurang sosialisasi terkait pajak yang sudah ditetapkan, jika hal ini 

terus berlanjut maka akan mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Toba sehingga target yang sudah dibuat tidak akan tercapai dengan 

maksimal. Hal tersebut yang kemudian menjadi fenomena dalam penelitian ini, 

salah satu yang menentukan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi 

kajian dalam penelitian ini, yang salah satu faktornya mengenai besarnya 

pendapatan pajak daerah. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Parulian 

Siregar pihak pemerintah Kabupaten Toba belum dapat menerapkan pajak daerah 
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dengan optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak 

sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Toba Tahun 2018 – 2022 

 
          Sumber : BKD Kabupaten Toba 2023, data diolah 

Berdasarkan grafik diatas digambarkan bahwa anggaran dan realisasi 

penerimaan pajak daerah Kabupaten Toba mengalami fluktuasi selama 5 tahun 

terakhir. Rincian penerimaan pajak daerah Kabupaten Toba pada 5 tahun terakhir, 

yaitu tahun 2018 sampai 2022, disajikan dalam gambar 1.1. yang menunjukkan 

realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Toba pada tahun 2018 sebesar Rp 

21.277.615.761 kemudian pada tahun 2019 meningkat sebesar 15% menjadi Rp 

24.561.275.573 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10% menjadi 

Rp 22.095.458.950. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp 

33.395.690.382 dan meningkat lagi pada tahun 2022 sebesar 23% menjadi Rp 

41.222.547.398. 
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Gambar 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba Tahun 2018 - 2022 

 
        Sumber: Dinas Pendapatan Kab. Toba tahun 2023, data diolah 

 

Berdasarkan grafik diatas digambarkan bahwa anggaran dan realisasi 

pendapatan asli daerah Kabupaten Toba selama 5 tahun terakhir ditunjukkan oleh 

grafik pada gambar 1.2. yaitu menunjukkan realisasi pendapatan asli daerah 

Kabupaten Toba pada tahun 2018 sebesar Rp 52.298.960.803 kemudian mengalami 

peningkatan sebesar 16% menjadi Rp 61.167.258.388 dan mengalami penurunan 

sebesar 6,1% pada tahun 2020 menjadi Rp 57.403.162.933. Pada tahun 2021 

kembali meningkat sebesar 25% menjadi Rp 76.896.933.521 dan mengalami 

penurunan lagi pada tahun 2022 sebesar 4,78% menjadi Rp 73.220.848.674. Pada 

tahun 2021 dan 2022 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan 

sebesar 23% namun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan 

dari tahun sebelumnya sebesar 4,7%, dimana hal ini menggambarkan kenaikan 

pajak daerah tidak menjamin pendapatan asli daerah mengalami juga kenaikan, hal 

ini tidak berkesesuaian dengan teori yang menyatakan bahwa kenaikan pajak 

daerah akan beriringan dengan kenaikan pendapatan asli daerah. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah pada Kabupaten Toba. Oleh karena itu penulis mengambil judul 

“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Pada Pemerintahan Kabupaten Toba.” 

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah pada penelitian ini yakni : 

Terjadinya tren realisasi pendapatan asli daerah yang relatif tidak stabil di 

Kabupaten Toba 

1.2.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yakni analisis pengaruh penerimaan pajak 

daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Toba pada tahun 2018 

sampai tahun 2022 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

diangkat oleh peneliti adalah apakah terdapat pengaruh Penerimaan Pajak Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toba ? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya di atas, adapun penelitian ini dibuat bertujuan sebagai bahan 

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toba. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk beberapa pihak yaitu: 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Toba 

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Toba dalam 

mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan Penerimaan 

Pajak Daerah secara tidak langsung akan meningkatkan PAD sehingga 

dapat menunjang perckonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Bagi Peneliti  

Penelitian ini digunakan untuk menahambah wawasan mengenai Pengaruh  

Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toba, 

serta mengaplikasikan teori yang didapat di perkuliahan dan saat melakukan 

penelitian di dunia kerja. 

3. Bagi Almamater 

Sebagai referensi bagi para akademis dan peneliti selanjutnya yang 

berkaitan dengan Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan Vidia Chairunnisa 2022. Judul penelitian sebelumnya adalah “Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Dinas Bina Marga Dan Bina 

Konstruksi Provinsi Sumatera Utara” sedangkan penelitian ini berjudul: “Pengaruh 

Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten 

Toba”. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang terletak pada: 

1. Variabel Penelitian : penelitian terdahulu menggunakan satu variabel bebas 

yaitu pendapatan asli daerah dan satu variabel terikat yaitu belanja modal. 

Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas yaitu pajak daerah  dan satu 

variabel terikat yaitu kinerja pendapatan asli daerah.  

2. Sampel Penelitian : penelitian terdahulu menggunakan data pendapatan asli 

daerah dan belanja modal dalam kurun waktu 2017 – 2019  sedangkan 

penelitian ini menggunakan data pajak daerah dan pendapatan asli daerah 

dalam kurun waktu 2018 - 2022 

3. Waktu dan Tempat Penelitian : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2022, 

sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2023. Penelitian terdahulu dilakukan 

pada Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Dinas Bina Marga dan Bina 

Konstruksi, sedangkan penelitian ini dilakukan pada salah satu daerah di 

Sumatera Utara yaitu Kabupaten Toba.  

4. Objek Penelitian : penelitian terdahulu meneliti masalah pengaruh pendapatan 

asli daerah terhadap belanja modal sedangkan penelitian ini meneliti 

penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teoìri keagenan (Agency theoìry) meruìpakan basis teoìri yang mendasari 

praktik bisnis peruìsahaan yang dipakai selama ini. Teo ìri tersebuìt berakar dari 

sinergi teoìri eko ìno ìmi, teoìri kepuìtuìsan, so ìsio ìlo ìgi, dan teoìri o ìrganisasi. Prinsip uìtama 

teoìri ini menyatakan adanya huìbuìngan kerja antara pihak yang memberi wewenang 

(prinsipal) yaituì investoìr dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu ì 

manajer, dalam bentuìk koìntrak kerja sama yang disebuìt ”nexuìs oìf coìntract” 

(Mardiasmo ì, 2017; 45). Teoìri keagenan (Agency Theoìry) muìncuìl karena 

keberadaan huìbuìngan antara agen dan prinsipal. Agen diko ìntrak uìntuìk melakuìkan 

tuìgas tertentuì bagi prinsipal serta mempuìnyai tangguìng jawab atas tuìgas yang 

diberikan prinsipal. Prinsipal mempuìnyai kewajiban uìntuìk memberi imbalan 

kepada agen atas jasa yang telah diberikan oìleh agen. Keberadaan perbedaan 

kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya koìnflik 

keagenan. Prinsipal dan agen menginginkan keuìntuìngan sebesar-besarnya. 

Prinsipal dan agen juìga beruìsaha uìntuìk menghindari risiko ì (Mardiasmo ì, 2017; 46). 

Penerapan teoìri keagenan ini dapat di telaah dari duìa pers pektif yaituì huìbuìngan 

antara eksekuìtif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat 

beruìpa hal po ìsitif dalam bentuìk efisiensi.  

Menuìruìt Puìtroì (2013), Pemerintah haruìs mampuì mengelo ìla kekayaan 

daerah, pendapatan daerah serta aset daerah uìntuìk kesejahteraan rakyat sesuìai 
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dengan UìUìD 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa seluìruìh kekayaan alam yang 

dikuìasai pemerintah haruìs diguìnakan dan dimanfaatkan uìntuìk kesejahteraan rakyat.  

Pasal 33 tersebuìt menyatakan adanya timbal balik antara pemerintah dengan rakyat 

uìntuìk menciptakan keseimbangan dalam ro ìda pemerintahan.  

Sebagai pemerintah yang bertangguìng jawab, pemerintah haruìs efektif 

dalam mengelo ìla kekayaan daerah dan pendapatannya sesuìai dengan kewenangan 

yang diberikan o ìleh UìUìD 1945, dengan tuìjuìan uìtama menjaga kesejahteraan 

rakyat. Salah satuì strategi yang diguìnakan adalah pengguìnaan pendapatan daerah 

uìntuìk belanja mo ìdal, yang meruìpakan langkah penting bagi pemerintah sebagai 

pemangkuì kepentingan. Ketika pajak, retribuìsi, serta dana distribuìsi uìmuìm dan 

khuìsuìs dialo ìkasikan uìntuìk belanja mo ìdal, hal ini akan berdampak pada kepuìasan 

masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai pemimpin dan 

penyelenggara kepentingan puìblik. Peningkatan pendapatan asli daerah meruìpakan 

hasil dari pertuìmbuìhan eko ìno ìmi yang poìsitif. Daerah yang mengalami 

pertuìmbuìhan ekoìno ìmi yang baik memiliki peluìang uìntuìk meningkatkan 

pendapatan asli daerah. 

4.1.2 Definisi Pajak  

Pengertian Pajak menuìruìt beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda 

beda juìga, namuìn walauìpuìn berbeda beda, definisi tersebuìt satuì tuìjuìan. Pengertian 

pajak menuìruìt Uìndang-Uìndang No ìmo ìr 16 Tahuìn 2009 tentang Peruìbahan Keempat 

Uìndang-Uìndang No ìmo ìr 6 Tahuìn 1983 tentang Ketentuìan Uìmuìm dan Tata Cara 

Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah Pajak adalah koìntribuìsi wajib kepada negara 

yang teruìtang oìleh oìrang pribadi atauì badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
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Uìndang-Uìndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsuìng dan 

diguìnakan uìntuìk keperluìan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuìran rakyat. 

Menuìruìt Broìtoìdiharjo ì (2013) pajak adalah suìatuì pengalihan suìmber dari sektoìr 

swasta ke sektoìr pemerintah, buìkan akibat pelanggaran huìkuìm, namuìn wajib 

dilaksanakan berdasarkan ketentuìan yang diterapkan lebih dahuìluì, tanpa mendapat 

imbalan yang langsuìng dan pro ìpoìrsio ìnal, agar pemerintah dapat melaksanakan 

tuìgas - tuìgasnya uìntuìk menjalankan pemerintahan. 

Definisi pajak menuìruìt beberapa ahli, antara lain: 

a. Proìf. Dr. P. J. A. Adriani  

Pajak adalah iuìran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

teruìtang oìleh yang wajib membayarnya menuìruìt peratuìran peratuìran uìmu ìm 

(uìndang-uìndang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsuìng dapat 

dituìnjuìk dan yang guìnanya adalah uìntuìk membiayai pengeluìaran-pengeluìaran 

uìmuìm berhuìbuìng tuìgas negara uìntuìk menyelenggarakan pemerintahan.  

b. Proìf. Dr. H. Roìchmat Soìemitroì SH  

Pajak adalah iuìran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan uìndang-uìndang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (ko ìntra prestasi) 

yang langsuìng dapat dituìnjuìkkan dan yang diguìnakan uìntuìk membayar 

pengeluìaran uìmuìm. Definisi tersebuìt kemuìdian diko ìreksinya yang berbuìnyi 

sebagai berikuìt: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas 

Negara uìntuìk membiayai pengeluìaran ruìtin dan suìrpluìsnya diguìnakan uìntuìk 

puìblic saving yang meruìpakan suìmber uìtama uìntuìk membiayai puìblic 

investment. 
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c. Soìemitroì 

Sementara pemahaman pajak dari perspektif huìkuìm menuìruìt Soìemitro ì: 

meruìpakan suìatuì perikatan yang timbuìl karena adanya uìndang-uìndang yang 

menyebabkan timbuìlnya kewajiban warga negara uìntuìk menyetoìrkan sejuìmlah 

penghasilan tertentuì kepada negara, negara mempuìnyai kekuìatan uìntuìk 

memaksa dan uìang pajak tersebuìt haruìs diperguìnakan uìntuìk penyelenggaraan 

pemerintahan. Dari pendekatan huìkuìm ini memperlihatkan bahwa pajak yang 

dipuìnguìt haruìs berdasarkan uìndang-uìndang sehingga menjamin adanya 

kepastian huìkuìm, baik bagi fiskuìs sebagai penguìmpuìl pajak mauìpuìn wajib 

pajak sebagai pembayar pajak. Pajak dari perspektif eko ìno ìmi dipahami sebagai 

beralihnya suìmber daya dari sektoìr privat kepada sektoìr puìblik. Pemahaman ini 

memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan duìa situìasi menjadi 

beruìbah. Pertama, berkuìrangnya kemampuìan individuì dalam menguìasai 

suìmber daya uìntuìk kepentingan penguìasaan barang dan jasa. Keduìa, 

bertambahnya kemampuìan keuìangan negara dalam penyediaan barang dan jasa 

puìblik yang meruìpakan kebuìtuìhan masyarakat 

2.1.3 Fungsi dan Jenis Pajak  

Fuìngsi pajak dapat dibagi menjadi duìa macam fuìngsi dalam pembagiannya, 

antara lain sebagai berikuìt :  

a. Fuìngsi Penerimaan (Buìdgeter).  

Pajak berfuìngsi sebagai suìmber dana yang diperuìntuìkkan bagi pembiayaan 

pengeluìaran-pengeluìaran pemerintah. Sebagai co ìntoìh: dimasuìkannya pajak 

dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 
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b. Fuìngsi Mengatuìr (Reguìler).  

Pajak berfuìngsi sebagai alat uìntuìk mengatuìr atauì melaksanakan kebijakan di 

bidang so ìsial dan ekoìno ìmi. Sebagai co ìntoìh: dikenakannya pajak yang lebih 

tinggi terhadapa minuìman keras, dapat ditekan. Demikian puìla terhadap barang 

mewah.  

Sedangkan jenis-jenis pajak juìga dibagi beberapa macam go ìlo ìngan bagiannya, 

antara lain pembagiannya adalah sebagai berikuìt : 

1. Menuìruìt Goìlo ìngannya  

Menuìruìt goìlo ìngannya jenis pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis yakni : 

a) Pajak Langsuìng, ialah pajak yang dipuìnguìt secara perio ìdik menuìruìt koìhir 

(no ìmo ìr pajak) dan suìrat ketetapan pajak, di mana pembebanan pajak tidak dapat 

dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain dan haruìs menjadi beban langsuìng 

wajib pajak yang bersangkuìtan. Coìntoìhnya Pajak Penghasilan. Pajak Buìmi dan 

Banguìnan, Bea Peroìlehan Hak Atas Tanah dan Banguìnan, Pajak Kendaraan 

Bermo ìtoìr dan Kendaraan di Atas Air, Pajak PeneranganJalan, dan sebagainya. 

b) Pajak Tidak Langsuìng, ialah pajak yang dipuìnguìt secara incidental (pada saat 

terjadi peristiwa atauì kejadian yang ditentuìkan oìleh uìndang-uìndang) tanpa 

berko ìhir dan tanpa suìrat ketetapan pajak, di mana pembebanan pajak dapat 

dilimpahkan/dialihkan wajib pajak kepada pihak lain. Co ìntoìhnya Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjuìalan Barang Mewah (PPnBM), Bea 

Materai, Pajak Hoìtel, Pajak Restoìran, dan sebagainya.  
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2.  Menuìruìt Sifatnya 

Menuìruìt sifatnya jenis pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaituì : 

a) Pajak Suìbjektif (Pajak Peroìrangan), ialah pajak yang pemuìnguìtannya 

berpangkal pada diri o ìrang yang menjadi tuìjuìan dikenakannya pajak (suìbjek 

pajak yang kemuìdian menjadi wajib pajak), di mana keadaan diri wajib pajak 

dapat mempengharuìhi besar kecilnya pajak yang haruìs dibayar. Coìntoìhnya 

adalah Pajak Penghasilan (PPh).  

b) Pajak Oìbjektif (Pajak Kebendaan), ialah pajak yang berpangkal atau ì 

mendasarkan pada o ìbjek pajak tanpa memperhatikan ko ìndisi atauì keadaan diri 

wajib pajak. Coìntoìhnya PPN, PPnBM, dan PBB.  

3. Menuìruìt Lembaga Pemuìnguìtnya 

Berdasarkan lembaga pemuìnguìtnya, pemerintah menetapkan ada 2 jenis pajak 

yaituì: 

a) Pajak Puìsat, ialah pajak yang ditetapkan oìleh pemerintah puìsat melaluìi uìndang-

uìndang, di mana wewenang pemuìnguìtannya ada pada pemerintah puìsat, dan 

hasilnya diguìnakan uìntuìk membiayai pengeluìaran pemerintah puìsat dan 

pembanguìnan. Pajak ini dilaksanakan oìleh Kementerian Keuìangan dan hasilnya 

diguìnakan uìntuìk pembiayaan ruìmah tangga negara pada uìmuìmnya. Co ìnto ìh 

Pajak Puìsat: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan 

Jasa (PPN), Pajak Penjuìalan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Buìmi dan 

Banguìnan (PBB), Bea Materai, Bea Peroìlehan Hak Atas Tanah dan Banguìnan 

(BPHTB), dan Bea Masuìk, Bea Keluìar (Pajak Ekspoìr), dan Cuìkai. 

b) Pajak Daerah, ialah iuìran wajib yang dilakuìkan oìleh oìrang pribadi atauì badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsuìng yang seimbang, yang dapat dipaksakan 
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berdasarkan peratuìran peruìndang-uìndangan yang berlakuì, yang diguìnakan 

uìntuìk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembanguìnan 

daerah. 

4. Menuìruìt Dari Tarif Pajak yang Dikenakan 

Berdasarkan tarif yang dikenakan pajak dibagi menjadi : 

a) Pajak Tetap, ialah pajak yang dikenakan dengan yang sama atauì tetap tanpa 

melihat berapapuìn dasar pengenaan pajak. Coìntoìhnya adalah Bea Materai.  

b) Pajak Proìpoìrsio ìnal, ialah pajak yang dikenakan dengan tarif pajak yang tetap 

atauì tarif pengenaan yang tidak beruìbah. Coìntoìhnya PPN, PBB, dan BPHTB.  

c) Pajak Proìgresif, ialah pajak yang dikenakan dengan persentase tarif yang 

semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuìan membayar pajak 

(taxable capacity) dari wajib pajak. Coìntoìhnya PPH wajib pajak oìrang pribadi. 

d) Pajak Degresif, ialah pajak yang dikenakan dengan presentase tarif yang 

semakin rendah dengan semakin tingginya dasar pengenaan pajak yang haruìs 

dibayar oìleh wajib pajak (semakin tinggginya kemampuìan membayar pajak 

(taxable capacity) dari wajib pajak). Dewasa ini di Indo ìnesia tidak ada pajak 

yang dipuìnguìt dengan tarif degresif, sehingga tidak ada jenis pajak yang 

termasuìk pajak degresif di Indo ìnesia. 

2.1.4 Pajak Daerah  

Pajak Daerah meruìpakan pembayaran yang dipuìnguìt oìleh pemerintah dari 

masyarakat sesuìai dengan uìndang-uìndang, yang bersifat wajib dan dapat 

dipaksakan, tanpa adanya imbalan atauì koìntraprestasi langsuìng kepada pembayar. 

Pendapatan dari pajak tersebuìt diguìnakan uìntuìk mendanai pengeluìaran negara 

dalam menjalankan fuìngsi pemerintahan dan membiayai pembanguìnan. 
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Pajak Daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Uìndang-Uìndang 

Repuìblik Indo ìnesia Noìmo ìr 28 Tahuìn 2009 pasal 1 ayat 10, adalah koìntribuìsi yang 

haruìs dibayarkan kepada daerah oìleh individuì atauì badan sesuìai dengan ketentuìan 

uìndang-uìndang. Pembayaran ini bersifat wajib dan dapat dipaksakan, tanpa adanya 

imbalan langsuìng, dan diguìnakan uìntuìk memenuìhi kebuìtuìhan daerah guìna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya. 

Pajak daerah diharapkan menjadi salah satuì suìmber pendapatan asli daerah 

yang dapat diguìnakan uìntuìk menduìkuìng penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembanguìnan di tingkat lo ìkal, dengan tuìjuìan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan memeratakan distribuìsi kekayaan. Hal ini memuìngkinkan daerah 

uìntuìk mengimplementasikan oìtoìno ìmi, yaituì kemampuìan uìntuìk mengatuìr uìruìsan 

ruìmah tangga sendiri. Meskipuìn uìndang-uìndang Noìmo ìr 34 tahuìn 2000 telah 

menetapkan beberapa jenis pajak daerah, daerah kabuìpaten/ko ìta masih diberi 

kebebasan uìntuìk mengeksplo ìrasi po ìtensi keuìangan mereka dengan menetapkan 

jenis pajak tambahan, selama memenuìhi persyaratan yang telah ditetapkan dan 

sesuìai dengan keinginan masyarakat. 

2.1.5 Jenis Pajak Daerah 

 Pajak daerah meruìpakan salah satuì suìmber APBD yang diguìnakan pemerintah 

uìntuìk menjalankan proìgram kerjanya. Jenis pajak daerah adalah sebagai berikuìt : 

1. Pajak Proìvinsi, melipuìti:  

a. Pajak Kendaraan Bermo ìtoìr adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan 

dan/atauì pengguìnaan kendaraan bermo ìtoìr. Kendaraan Bermo ìtoìr meruìjuìk 

kepada semuìa kendaraan bero ìda beserta gandengannya yang diguìnakan di 

semuìa jenis jalan darat dan dio ìperasikan oìleh peralatan teknik seperti mo ìtoìr 
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atauì peralatan lainnya yang menguìbah suìmber daya energi menjadi tenaga 

gerak kendaraan bermo ìtoìr tersebuìt. Ini melipuìti alat-alat berat dan besar 

yang mengguìnakan ro ìda dan mo ìtoìr tanpa dipasang secara permanen, serta 

kendaraan bermo ìtoìr yang bero ìperasi di perairan. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermo ìtoìr adalah pajak yang dibebankan atas 

transfer kepemilikan kendaraan bermo ìtoìr sebagai hasil dari perjanjian atauì 

tindakan lainnya, seperti pembelian, pertuìkaran, pemberian, warisan, atauì 

inkluìsi dalam badan uìsaha. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermo ìtoìr adalah pajak yang dikenakan atas 

pengguìnaan bahan bakar pada kendaraan bermo ìtoìr. Bahan Bakar Kendaraan 

Bermo ìtoìr meruìjuìk kepada segala jenis bahan bakar cair atauì gas yang 

diguìnakan uìntuìk menggerakkan kendaraan bermo ìtoìr. 

d. Pajak Air Permuìkaan adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan 

dan/atauì pengguìnaan air yang berada di permuìkaan tanah. Air permuìkaan 

meruìjuìk kepada semuìa air yang ada di permuìkaan tanah, tidak termasuìk air 

lauìt, baik ituì berada di lauìtan mauìpuìn di daratan. 

2. Pajak Kabuìpaten/Ko ìta 

Pajak kabuìpaten atauì koìta adalah pajak yang dikenakan o ìleh pemerintah 

kabuìpaten atauì koìta kepada warga atauì badan uìsaha yang beroìperasi di wilayah 

tersebuìt. Pajak ini meruìpakan suìmber pendapatan bagi pemerintah daerah uìntuìk 

membiayai berbagai kegiatan dan layanan puìblik yang diselenggarakan di 

tingkat kabuìpaten atauì koìta. Pajak Kabuìpaten/Ko ìta melipuìti :  

a. Pajak Roìkoìk, yaituì puìnguìtan atas cuìkai roìkoìk yan dipuìnguìt oìleh 

pemerintah.  
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b. Pajak Hoìtel adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang disediakan oìleh 

ho ìtel. Hoìtel meruìjuìk kepada tempat penginapan yang menyediakan 

berbagai layanan termasuìk penginapan dan layanan terkait lainnya dengan 

pembayaran, yang melipuìti mo ìtel, lo ìsmen, guìbuìk pariwisata, wisma 

pariwisata, pesanggrahan, ruìmah penginapan, dan jenis tempat koìs dengan 

lebih dari 10 kamar. 

c. Pajak Restoìran adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang diberikan 

oìleh restoìran. Restoìran meruìjuìk kepada tempat yang menyediakan makanan 

dan/atauì minuìman dengan bayaran, termasuìk ruìmah makan, kafetaria, 

kantin, waruìng, bar, dan lainnya, serta jasa bo ìga atauì katering.  

d. Pajak Hibuìran adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan 

hibuìran. Hibuìran meruìjuìk kepada segala bentuìk pertuìnjuìkan, permainan, 

dan aktivitas yang dinikmati dengan pembayaran. 

e. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas pemasangan reklame. 

Reklame meruìjuìk kepada segala bentuìk, alat, atauì media yang dirancang 

uìntuìk tuìjuìan koìmersial, seperti memperkenalkan, menganjuìrkan, 

mempro ìmo ìsikan, atauì menarik perhatian uìmuìm terhadap barang, jasa, 

individuì, atauì oìrganisasi. Reklame ini dapat dilihat, dibaca, didengar, 

dirasakan, atauì dinikmati oìleh masyarakat uìmuìm. 

f. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas pengguìnaan 

tenaga listrik, baik ituì dipro ìduìksi secara internal mauìpuìn dipero ìleh dari 

suìmber lainnya. 

g. Pajak Mineral No ìn-lo ìgam dan Batuìan adalah pajak yang dikenakan atas 

kegiatan penambangan mineral no ìn-lo ìgam dan batuìan dari suìmber alam di 
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dalam dan/atauì permuìkaan buìmi uìntuìk diguìnakan. Mineral Noìn-lo ìgam dan 

Batuìan meruìjuìk kepada jenis mineral yang buìkan lo ìgam dan batuìan sesuìai 

dengan ketentuìan yang diatuìr dalam peratuìran peruìndang-uìndangan di 

bidang mineral dan batuìbara. 

h. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyediaan tempat parkir di 

area di luìar badan jalan, baik ituì disediakan sebagai bagian dari uìsaha 

tertentuì mauìpuìn sebagai uìsaha tersendiri, termasuìk fasilitas penitipan 

kendaraan bermo ìtoìr. Parkir meruìjuìk kepada keadaan kendaraan yang tidak 

bergerak dan bersifat tidak sementara. 

i. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atauì 

pemanfaatan air yang terdapat di dalam lapisan tanah atauì batuìan di bawah 

permuìkaan tanah. 

j. Pajak Sarang Buìruìng Walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan 

pengambilan dan/atauì pengelo ìlaan sarang buìruìng walet. Buìruìng Walet 

meruìpakan jenis satwa yang termasuìk dalam genuìs Coìlloìcalia, termasuìk 

beberapa spesies seperti Coìlloìcalia fuìchliap haga, Coìlloìcalia maxina, 

Coìlloìcalia escuìlanta, dan Coìlloìcalia linchi. 

k. Pajak Buìmi dan Banguìnan Perdesaan dan Perkoìtaan adalah pajak yang 

dikenakan atas kepemilikan, penguìasaan, atauì pemanfaatan buìmi dan/atauì 

banguìnan o ìleh individuì atauì badan, kecuìali uìntuìk area yang diguìnakan 

uìntuìk kegiatan uìsaha. Bea Peroìlehan Hak Atas Tanah dan/atauì Banguìnan 

adalah pajak yang dikenakan atas peroìlehan hak atas tanah dan/atauì 

banguìnan. Peroìlehan Hak atas Tanah dan/atauì Banguìnan meruìjuìk kepada 

tindakan atauì peristiwa huìkuìm yang menghasilkan peroìlehan hak atas tanah 
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dan/atauì banguìnan oìleh individuì atauì badan. Hak atas Tanah dan/atauì 

Banguìnan adalah hak kepemilikan atas tanah, termasuìk hak uìntuìk 

mengelo ìla, serta banguìnan yang berdiri di atasnya. 

Tabel 2.1 Tarif Pajak Kabupaten dan Kota 

 

Suìmber: UìUì Noì 28 Tahuìn 2009 

 

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah 

Penerimaan daerah mencakuìp semuìa bentuìk peningkatan aktiva atauì 

penuìruìnan huìtang yang dipero ìleh o ìleh suìatuì daerah dari berbagai suìmber selama 

perio ìde tahuìn anggaran tertentuì. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meruìpakan salah 

satuì koìmpo ìnen penting dari penerimaan daerah yang memegang peranan kruìsial 

dalam pro ìses pembanguìnan. PAD adalah pendapatan yang dipero ìleh o ìleh suìatuì 

daerah melaluìi pengenaan berbagai jenis pajak dan puìnguìtan lainnya sesuìai dengan 

ketentuìan peratuìran peruìndang-uìndangan yang berlakuì. Sesuìai dengan Uìndang-

Uìndang No ì. 33 tahuìn 2004, Pendapatan Asli Daerah meruìjuìk kepada penerimaan 

yang berasal dari suìmber-suìmber di dalam wilayah daerah ituì sendiri yang dipuìnguìt 

No  Pajak Kabupaten dan Kota  
Tarif 

Maksimum  

1 Pajak Ho ìtel  10% 

2 Pajak Restoìran  10% 

3 Pajak Hibuìran  35% 

4 Pajak Reklame  25% 

5 Pajak Penerangan Jalan  10% 

6 Pajak Mineral Buìkan Lo ìgam dan Batuìan  25% 

7 Pajak Parkir  30% 

8 Pajak Air Tanah  20% 

9 Pajak Sarang Buìruìng Wallet  10% 

10 
Pajak Buìmi dan Banguìnan Pedesaan dan 

Perkoìtaan  
0,30% 

11 
Bea Peroìlehan Hak Atas Tanah dan 

Banguìnan  
5% 
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berdasarkan peratuìran daerah dan atuìran huìkuìm yang berlakuì. Pendapatan Asli 

Daerah meruìpakan salah satuì suìmber uìtama penerimaan daerah yang berasal dari 

poìtensi eko ìno ìmi dan kegiatan di dalam daerah tersebuìt, yang diguìnakan sebagai 

mo ìdal dasar oìleh pemerintah daerah uìntuìk membiayai pembanguìnan serta 

menguìrangi ketergantuìngan terhadap dana yang diterima dari pemerintah puìsat. 

Menuìruìt uìndang-uìndang Noì.32 Tahuìn 2004 pasal 6 suìmber suìmber pendapatan asli 

daerah terdiri dari : 

a. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah kewajiban pembayaran yang haruìs dipenuìhi o ìleh individu ì 

atauì badan kepada pemerintah setempat tanpa mendapatkan imbalan langsuìng 

yang sepadan. Pembayaran ini bersifat wajib sesuìai dengan huìkuìm yang 

berlakuì dan diguìnakan uìntuìk menduìkuìng oìperasio ìnal pemerintah setempat 

serta proìyek pembanguìnan di wilayah tersebuìt. Pajak meruìpakan salah satu ì 

suìmber uìtama pendapatan bagi pemerintah daerah, bersama dengan 

pendapatan dari retribuìsi daerah. 

b. Retribuìsi Daerah 

Retribuìsi daerah meruìpakan penerimaan yang dikenakan o ìleh pemerintah 

setempat sebagai imbalan atas pelayanan atauì izin tertentuì yang diberikan 

kepada individuì atauì entitas tertentuì. Penerimaan ini khuìsuìs disediakan atauì 

diberikan oìleh pemerintah daerah uìntuìk kepentingan individuì atauì badan 

uìsaha. 

c. Hasil Pengelo ìlaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Penerimaan daerah yang berasal dari pengelo ìlaan aset daerah yang dijadikan 

entitas terpisah meruìpakan hasil dari pengelo ìlaan kekayaan milik daerah yang 
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dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menuìruìt oìbjek pendapatan yang 

mencakuìp : 

a. Bagian laba atas penyertaan mo ìdal pada peruìsahaan milik 

daerah/BUìMD; 

b. Bagian laba atas penyertaan mo ìdal pada peruìsahaan milik 

Negara/BUìMN; 

c. Bagian laba atas penyertaan mo ìdal pada peruìsahaan milik 

swasta/kelo ìmpo ìk; 

d. Lain-lain pendapatan yang sah 

Pendapatan ini meruìpakan hasil penerimaan daerah yang berasal dari suìmber-

suìmber lain yang dimiliki o ìleh pemerintah daerah. Rekening ini diguìnakan uìntuìk 

mencatat penerimaan daerah yang tidak termasuìk dalam kategoìri yang telah 

disebuìtkan sebeluìmnya. Jenis pendapatan ini melipuìti oìbjek pendapatan sebagai 

berikuìt : 

1. Hasil penjuìalan asset daerah yang tidak dipisahkan; 

2. Jasa giro ì; 

3. Pendapatan buìnga; 

4. Penerimaan dan tuìntuìtan ganti keruìgian daerah; 

5. Penerimaan koìmisi, po ìtoìngan, atauìpuìn bentuìk lain sebagai akibat dari  

penjuìalan, pengadaan barang dan jasa o ìleh daerah; 

6. Penerimaan keuìangan dan selisih nilai tuìkar ruìpiah terhadap mata uìang 

asing; 

7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelakasanaan pekerjaan; 

8. Pendapatan denda pajak;  

9. Pendapatan denda retribuìsi; 

10. Pendapatan eksekuìsi atauì jaminan; 
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11. Pendapatan dari pengembalian; 

12. Fasilitas so ìsial dan uìmuìm; 

13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 

14. Pendapatan dari anggaran/cicilan penjuìalan 

2.1.7 Otonomi Daerah  

Dengan dikeluìarkannya UìUì Noì. 22 Tahuìn 1999, yang selanjuìtnya direvisi 

menjadi UìUì No ì. 32 Tahuìn 2004, menandai titik awal dari era desentralisasi 

pemerintahan. Ko ìnsep o ìtoìno ìmi daerah yang mendasar menegaskan bahwa 

pemerintah puìsat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah uìntuìk 

mengelo ìla uìruìsan ruìmah tangga mereka sendiri tanpa campuìr tangan langsuìng dari 

pemerintah puìsat. Oìtoìno ìmi daerah mengimplikasikan bahwa pemerintah puìsat 

memiliki sedikit atauì bahkan tidak ada kewenangan dalam kebijakan lo ìkal di 

tingkat kabuìpaten atauì koìta, kecuìali dalam hal-hal tertentuì seperti keuìangan, 

pertahanan, keamanan, peradilan, poìlitik luìar negeri, dan agama. Oìleh karena ituì, 

setiap daerah diharapkan uìntuìk menuìnjuìkkan ino ìvasi dan kreativitas dalam 

meruìmuìskan kebijakan yang sesuìai dengan kebuìtuìhan dan karakteristik lo ìkal 

mereka. 

Oìtoìno ìmi Daerah buìkan sekadar tentang transfer kekuìasaan dari pemerintah 

puìsat ke daerah, tetapi juìga tentang kesiapan dan kemampuìan setiap daerah uìntuìk 

menangani dan menyelesaikan tantangan yang ada di wilayah mereka masing-

masing. Keberhasilan implementasi o ìtoìno ìmi daerah sangat tergantuìng pada 

kemampuìan setiap daerah uìntuìk memanfaatkan poìtensi lo ìkal mereka secara 

maksimal demi kemajuìan dan kesejahteraan daerah tersebuìt. Oìleh karena ituì, 
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pemerintah daerah diharapkan dapat membuìat kebijakan dan peratuìran yang 

mengarah pada peningkatan kemajuìan dan keberhasilan daerahnya. 

Prinsip oìtoìno ìmi yang diterapkan dalam peratuìran oìtoìno ìmi daerah adalah 

prinsip oìtoìno ìmi yang luìas, yang memberikan hak kepada setiap daerah di Repuìblik 

Indo ìnesia uìntuìk mengelo ìla uìruìsannya sendiri, di luìar uìruìsan yang menjadi 

tangguìng jawab pemerintah puìsat sesuìai dengan Uìndang-Uìndang. Setiap daerah 

memiliki wewenang uìntuìk membuìat kebijakan loìkalnya sendiri, dengan tuìjuìan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi dan inisiatif 

lo ìkal, serta memberdayakan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan daerah. 

Tuìjuìan uìtama dalam penyelenggran peratuìran o ìtoìnoìmi daerah adalah uìntuìk 

meningkatkan pelayanan serta peran daerah masing-masing dalam pengingkatan 

perekno ìmiananya. Pada dasarnya terrdapat tiga misi uìtama dari pelaksanaan 

oìtoìno ìmi daerah, diantaranya yakni :  

a. Dalam uìpaya peningkatan kuìalitas dan kuìantitas pelayanan puìblik dan 

kesejahteraan masyarakat secara menyeluìruìh  

b. Mewuìjuìdkan efisiensi dan efektivitas pengelo ìlaan suìmber daya serta poìtensi   

daerah  

c. Memberdayakan serta menciptkan ruìang bagi masyarakat keseluìruìhan uìntuìk 

dapat ikuìt berpartisipasi dalam pro ìses pembanguìnan daerah. 

2.1.8 Karakteristik dan Asas Pemungutan Pajak  

Karakteristik pemuìnguìtan pajak terdiri atas : 

a. Dipuìnguìt oìleh pemerintah daerah berdasarkan peratuìran peruìndang-uìndangan. 

b. Pemuìnguìtan tersebuìt dilakuìkan dalam hal terdapat keadaan atauì peristiwa yang 

menuìruìt peratuìran peruìndang-uìndangan dapat dikenakan Pajak Daerah  
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c. Dapat dipaksakan pemuìnguìtannya, apabila wajib pajak tidak memenuìhi 

kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi 

mauìpuìn pidana.  

d. Tidak terdapat huìbuìngan langsuìng atas pembayaran Pajak Daerah dengan 

imbalan atauì jasa secara langsuìng.  

e. Hasil penerimaan Pajak Daerah disetoìr ke kas daerah  

f. Diguìnakan uìntuìk keperluìan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuìran rakyat. 

Berdasarkan Uìndang-Uìndang No ìmo ìr 28 Tahuìn 2009 terdapat asas-asas 

pemuìnguìtan pajak diantaranya sebagai berikuìt:  

1. Equìity 

Terdapat duìa jenis equìity dalam pemuìnguìtan pajak, yaituì hoìrizoìntal equìity dan 

vertical equìity. Hoìrizoìntal equìity yaituì semuìa wajib pajak yang memiliki keadaan 

yang sama akan dikenai beban pajak yang sama besar, sedangkan vertical equìity 

yaituì setiap wajib pajak dibebani pajak sesuìai dengan keadaan eko ìno ìmi daerahnya. 

2. Certainty  

Certainty adalah wajib pajak haruìs mengetahuìi secara jelas dan pasti besarnya pajak 

yang teruìtang, kapan haruìs dibayar, serta batas waktuì pembayaran. 

3. Coìnvenience  

Coìnvenience adalah timing pembayaran pajak pajak sebaiknya sesuìai dengan saat-

saat yang tidak menyuìlitkan wajib pajak, misalnya pada saat wajib pajak 

mempero ìleh penghasilan yang disebuìt pay as yoìuì earn. Biaya pemuìnguìtan dan 

biaya pemenuìhan pajak bagi wajib pajak juìga diharapkan seminimuìm muìngkin. 
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2.1.9 Perlawanan Terhadap Pajak  

Menuìruìt Mardiasmo ì (2016:11) ada duìa perlawanan terhadap pajak yaituì : 

1. Perlawanan Pasif, yaituì masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat 

    disebabkan antara lain :  

a. Perkembangan intelektuìal dan mo ìral masyarakat  

b. Sistem perpajakan yang muìngkin suìlit dipahamimasyarakat  

c. Sistem ko ìntroìl tidak dapat dilakuìkan atauì dilaksanakan dengan baik. 

2. Perlawanan Aktif, yaituì semuìa uìsaha dan perbuìatan yang dilakuìkan wajib pajak 

dengan tuìjuìan uìntuìk menghindari pajak 

2.1.10 Subjek Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak  

Menuìruìt Mardiasmo ì (2016 : 163) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap 

Suìbjek Pajak atas penghasilan yang diterima atauì dipero ìlehnya dalam Tahuìn Pajak. 

Yang menjadi Suìbjek Pajak adalah :  

1. Oìrang Pribadi  

2. Warisan yang beluìm terbagi sebagai satuì kesatuìan menggantikan yang berhak.  

3. Badan, terdiri dari perseroìan terbatas, perseroìan koìmanditer, perseroìan lainnya, 

BUìMN/BUìMD dengan nama dan bentuìk apapuìn, firma, koìngsi, ko ìperasi, dana 

pensiuìn, persekuìtuìan, perkuìmpuìlan, yayasan, oìrganisasi 11 massa, oìrganisasi so ìsial 

poìlitik, atauì oìrganisasi lainnya, lembaga, dan bentuìk badan lainnya termasu ìk 

koìntrak investasi ko ìlektif. 4. Bentuìk Uìsaha Tetap (BUìT) 

Suìbjek Pajak dapat dibedakan menjadi : 

A. Suìbjek Pajak dalam Negeri yang terdiri dari :  

a.  Suìbjek Pajak o ìrang pribadi, yaituì: Oìrang pribadi yang bertempat tinggal di 
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Indo ìnesia lebih dari 183 (serratuìs delapan puìluìh tiga) hari (tidak haruìs 

bertuìruìt– tuìruìt) dalam jangka waktuì 12 (duìa belas) buìlan, atauì oìrang pribadi 

yang dalam suìatuì tahuìn pajak berada di Indo ìnesia dan mempuìnyai niat 

bertempat tinggal di Indo ìnesia.  

b. Suìbjek Pajak Badan, yaituì : Badan yang didirikan atauì bertempat keduìduìkan 

di Indo ìnesia, kecuìali uìnit tertentuì dari badan pemerintah yang memenu ìhi 

kriteria sebagai berikuìt :  

1.  Pembentuìkannya berdasarkan ketentuìan peratuìran peruìndang – uìndangan.  

2.  Pembiayannya bersuìmber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

atauì Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

3.  Penerimaannya dimasuìkkan dalam anggaran Pemerintah Puìsat atauì 

    Pemerintah Daerah.  

4. Pembuìkuìannya diperiksa oìleh aparat pengawasan fuìngsio ìnal negara.  

5. Suìbjek Pajak Warisan, yaituì : Warisan yang beluìm dibagi sebagai satuì 

kesatuìan, menggantikan yang berhak.  

B.  Suìbjek Pajak luìar negeri yang terdiri dari : Oìrang pribadi yang tidak bertempat 

tinggal di Indo ìnesia, oìrang pribadi yang berada di Indo ìnesia tidak lebih dari 183 

(seratuì delapan puìluìh tiga) hari dalam jangka waktuì 12 (duìa belas) buìlan, dan badan 

yang tidak bertempat keduìduìkan di Indo ìnesia, yang menjalankan uìsaha atau ì 

melakuìkan kegiatan melaluìi Bentuìk Uìsaha Tetap di Indo ìnesia, atauì oìrang pribadi 

yang tidak bertempat tinggal di Indo ìnesia, o ìrang pribadi yang berada di Indo ìnesia 

tidak lebih dari 183 (seratuìs delapan puìluìh tiga) hari dalam jangka waktuì 12 (duìa 

belas) buìlan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat keduìduìkan di 

Indo ìnesia, yang dapat menerima atauì memperoìleh penghasilan dari Indo ìnesia tidak 
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dari menjalankan uìsaha atauì melakuìkan kegiatan melaluìi bentuìk uìsaha tetap di 

Indo ìnesia. Suìbjek Pajak o ìrang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila 

telah menerima atauì mempero ìleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan 

tidak kena pajak. Suìbjek Pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat 

didirikan, atauì bertempat keduìduìkan di Indo ìnesia. Suìbjek Pajak luìar negeri baik 

oìrang pribadi mauìpuìn badan sekaliguìs menjadi Wajib Pajak karena menerima 

dan/atauì mempero ìleh penghasilan yang bersuìmber dari Indo ìnesia atauì menerima 

dan/atauì memperoìleh penghasilan yang bersuìmber dari Indoìnesia melaluìi bentuìk 

uìsaha tetap di Indo ìnesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah oìrang pribadi atau ì 

badan yang telah memenuìhi kewajiban suìbjektif dan o ìbjektif. 

 

2.1.11 Objek Pajak Penghasilan  

Yang menjadi o ìbjek pajak adalah penghasilan, yaituì setiap tambahan kemampuìan 

ekoìno ìmis yang diterima atauì diperoìleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 

Indo ìnesia mauìpuìn dari luìar Indo ìnesia, yang dapat dipakai uìntuìk koìnsuìmsi atauì 

uìntuìk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkuìtan, dengan nama dan 

dalam bentuìk apapuìn, termasuìk :  

1. Penggantian atauì imbalan berkenaan dengan pekerjaan atauì jasa yang 

diteriama atauì dipero ìleh termasuìk gaji, uìpah, tuìnjangan, ho ìno ìrariuìm, koìmisi, 

bo ìnuìs, gratifikasi, uìang pensiuìn, atauì imbalan dalam bentuìk lainnya, kecuìali 

ditentuìkan lain dalam Uìndang – Uìndang.  

2. Hadiah dari uìndian atauì pekerjaan atauì kegiatan, dan penghargaan. 

3. Laba uìsaha. 

4. Keuìntuìngan karena penjuìalan atauì karena pengalihan harta. 
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5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 

6. Buìnga termasuìk premiuìm, disko ìntoì, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian uìtang. 

7. Dividen, dengan nama dan bentuìk apapuìn, termasuìk dividen dari peruìsahaan 

asuìransi kepada pemegang poìlis, dan pembagian sisa hasil uìsaha koìperasi. 

8. Roìyalti atauì imbalan atas pengguìnaan hak. 

9. Sewa dan penghasilan lain sehuìbuìngan dengan pengguìnaan harta.  

10. Penerimaan atauì peroìlehan pembayaran berkala. 

11. Keuìntuìngan karena pembebasan uìtang, kecuìali sampai dengan juìmlah tertentuì 

yang ditetapkan Peratuìran Pemerintah. 

12. Keuìntuìngan selisih kuìrs mata uìang asing. 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

14. Premi asuìrasi. 

15. Iuìran yang diterima atauì dipero ìleh perkuìmpuìlan dari anggo ìtanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan uìsaha atauì pekerjaan bebas. 

16. Tambahan kekayaan netoì yang berasal dari panghasilan yang beluìm dikenakan 

pajak. 

17. Penghasilan dari uìsaha berbasissyariah 

18. Imbalan buìnga sebagaimana dimaksuìd dalam Uìndang – uìndang yang mengatuìr 

mengenai ketentuìan uìmuìm dan tata caraperpajakan. 

19. Suìrpluìs Bank Indoìnesia. Tidak termasuìk sebagai Oìbjek Pajak berdasarkan 

Pasal 4 ayat (3) Uìndang - Uìndang No ìmo ìr 36 Tahuìn 2008 : 
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a. Bantuìan suìmbangan dan harta hibahan yang diterima oìleh keluìarga 

sedarah dalam garis ketuìruìnan luìruìs satuì derajat, dan oìleh badan 

keagamaan atauì badan pendidikan atauì badan so ìsial atauì penguìsaha kecil 

termasuìk koìperasi yang ditetapkan oìleh Menteri Keuìangan sepanjang 

tidak ada huìbuìngan dengan uìsaha, pekerjaan, kepemilikan, atauì 

penguìasaan antara pihak – pihak yang bersangkuìtan.  

b. Warisan. 

c. Harta termasuìk setoìran tuìnai yang diterima oìleh badan sebagai pengganti 

saham atauì sebagai pengganti penyertaan mo ìdal. 

d. Pengganti atauì imbalan sehuìbuìngan dengan pekerjaan atauì jasa yang 

diterima atauì diperoìleh dalam bentuìk natuìra dan atauì kenikmatan dari 

Wajib Pajak atauì Pemerintah. 

e. Pembayaran dari peruìsahaan asuìransi kepada o ìrang pribadi sehuìbuìngan 

dengan asuìransi kesehatan, asuìransi kecelakaan, asuìrani jiwa, asuìransi 

dwiguìna, dan asuìransi beasiswa.k 

f. Dividen atauì bagian laba yang diterima atauì diperoìleh persero ìan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koìperasi, Badan Uìsaha Milik Negara, 

atauì Badan Uìsaha Milik Daerah, dari penyertaan mo ìdal pada uìsaha yang 

didirikan dan bertempat keduìduìkan di Indo ìnesia. 

g. Iuìran yang diterima atauì dipero ìleh dana pensiuìn yang pendiriannya telah 

disahkan oìleh Menteri Keuìangan, baik yang dibayar oìleh pemberi kerja 

mauìpuìn pegawai. 

h. Penghasilan dari mo ìdal yang ditanamkan oìleh dana pensiuìn, dalam bidang 

– bidang tertentuì yang ditetapkan dengan Kepuìtuìsan Menteri Keuìangan. 
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i. Bagian laba yang diterima atauì dipero ìleh anggoìta dari perseroìan 

koìmanditer yang mo ìdalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekuìtuìan, 

perkuìmpuìlan, firma, dan ko ìngsi. 

j. Buìnga o ìbligasi yang diterima atauì diperoìleh peruìsahaan reksadana selama 

5 ( lima ) tahuìn pertama sejak pendirian peruìsahaan atauì pemberian ijin 

uìsaha. 

k. Penghasilan yang diterima atauì dipero ìleh peruìsahaan mo ìdal ventuìra 

beruìpa bagian laba dari badan pasangan uìsaha yanga didirikan dan 

menjalankan uìsaha atauì kegiatan di Indo ìnesia 

2.1.12 Keuangan Daerah 

Uìntuìk mengetahuìi seberapa besar kemampuìan yang di miliki suìatuì daerah 

dalam menguìruìs daerahnya sendiri adalah salah satuìnya dengan melihat pada 

kemampuìan keuìangan daerah yang di milikinya. Keuìangan daerah meruìpakan 

kemampuìan pemerintah daerah dalam mengeloìla berbagai aspek keuìangan, 

termasuìk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluìasi, dari 

beragam suìmber pendapatan sesuìai dengan kewenangannya. Hal ini dilakuìkan 

dalam ko ìnteks penerapan prinsip desentralisasi, deko ìnsentrasi, dan tuìgas 

pembantuìan di daerah, yang direalisasikan melaluìi penyuìsuìnan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menuìruìt Peratuìran Pemerintah No ì. 105 

Tahuìn 2000, keuìangan daerah adalah “Semuìa hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uìang 

termasuìk di dalamnya segala bentuìk kekayaan yang berhuìbuìngan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebuìt, dalam kerangka anggaran Pendapatan Daerah dan 

Belanja Daerah (APBD)”. Pengertian keuìangan daerah adalah semuìa hak dan 

kewajiban yang dapat dinilai dengan uìang mauìpuìn barang yang dapat dijadikan 
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kekayaan daerah sepanjang beluìm dimiliki/dikuìasai oìleh Negara atauìpuìn daerah 

yang lebih tinggi serta pihak-pihak sesuìai dengan ketentuìan peratuìran peruìndang-

uìndangan yang berlakuì, yang melipuìti : 

a. Pemuìnguìtan suìmber-suìmber Pendapatan Asli Daerah. 

b. Pertangguìngjawaban dan pengawasan keuìangan daerah. 

c. Anggaran Pendapatan Asli Daerah. 

Perimbangan keuìangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah 

sistem pembagian dana yang adil, seimbang, demo ìkratis, transparan, dan efisien 

uìntuìk menduìkuìng pelaksanaan desentralisasi, dengan mempertimbangkan poìtensi, 

koìndisi, dan kebuìtuìhan setiap daerah, serta anggaran uìntuìk pelaksanaan 

dekoìnsentrasi dan tuìgas pembantuìan. Oìleh karena ituì, koìnsep keuìangan daerah 

selaluì terkait erat dengan APBD, yaituì rencana keuìangan tahuìnan yang diatuìr oìleh 

peratuìran. APBD juìga meruìpakan instruìmen uìntuìk mewuìjuìdkan kesejahteraan 

masyarakat sesuìai dengan tuìjuìan eko ìno ìmi daerah yang jelas, nyata, dan 

bertangguìng jawab. Huìbuìngan antara dana daerah dan dana puìsat, atauì yang 

dikenal sebagai perimbangan keuìangan puìsat dan daerah, tercermin dalam 

keterkaitan antara APBD dan keuìangan daerah. Dana tersebuìt terdiri dari dan 

dekoìnsentrasi (PP Noì. 104a) berdasarkan keahlian dengan pandangan yang 

bijaksana. Berdasarkan UìUì Noì. 12 Tahuìn 2008 Tentang Perimbangan Keuìangan 

antara Pemerintah Puìsat dan Pemerintah Daerah, pengelo ìlaan keuìangan daerah 

haruìs dipertangguìngjawabkan o ìleh kepala daerah yang terdiri atas : 

1. Lapoìran Realisasi APBD adalah lapo ìran yang menyajikan info ìrmasi realisasi 

pendapatan, belanja, transfer, suìrpluìs/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kuìrang 
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pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 

dalam satuì perio ìde 

2. Neraca adalah lapo ìran yang menyajikan info ìrmasi po ìsisi keuìangan Pemerintah 

yaituì aset, uìtang, dan ekuìitas dana pada suìatuì tanggal tertentuì. 

3. Lapoìran Aruìs Kas adalah lapo ìran yang menggambarkan aruìs kas masuìk dan 

keluìar selama suìatuì perio ìde, serta poìsisi kas pada tanggal pelapo ìran. 

4. Catatan atas Lapoìran Keuìangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari lapo ìran 

keuìangan yang menyajikan info ìrmasi tentang penjelasan poìs-poìs lapo ìran keuìangan 

dalam rangka penguìngkapan yang memadai. 

Setiap akhir tahuìn anggaran, pemerintah daerah wajib membuìat perhituìngan APBD 

yang membuìat perbandingan antara realisasi APBD. Perhituìngan APBD haruìs 

menghituìng selisih antara realisasi penerimaan dan anggran penerimaan mauìpu ìn 

antara realisasi pengeluìaran 

 

2.1.13 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Daerah  

Menuìruìt Suìkirno ì (2011) Pertuìmbuìhan Ekoìno ìmi adalah sebagai suìatu ì 

uìkuìran kuìantitatif yang menggambarkan perkembangan perekoìno ìmian dalam suìatu ì 

tahuìn tertentuì apabila dibandingkan dengan tahuìn sebeluìmnya. Pernyataan 

Menuìruìt Scuìmpeter dalam Adisasmita (2013) Pertuìmbuìhan Ekoìno ìmi adalah 

peruìbahan jangka panjang secara perlahan dan mantap terjadi melaluìi kenaikan 

tabuìngan dan penduìduìk. Pertuìmbuìhan Ekoìno ìmi berpoìkoìk pada proìses peningkatan 

proìduìksi barang dan jasa dalam kegiatan eko ìno ìmi masyarakat.  

Berdasarkan pengertian yang dikemuìkakan o ìleh beberapa ahli diatas maka 

dapat disimpuìlkan bahwa pertuìmbuìhan eko ìno ìmi daerah adalah angka pertuìmbuìhan 
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proìduìksi barang dan jasa yang dituìnjuìkkan atas besarnya tingkat pertuìmbuìhan 

proìduìk doìmestik regio ìnal bruìtoì pada suìatuì daerah yang dihituìng atas dasar harga 

koìnstan dimana lajuì pertuìmbuìhan ekoìno ìmi ituì sendiri dibandingkan dengan laju ì 

pertuìmbuìhan ekoìno ìmi sebeluìmnya. 

a. Penelitian Terdahulu 

Berikuìt beberapa penelitian sebeluìmnya yang pernah dilakuìkan pada 

Kabuìpaten/Ko ìta dan Proìvinsi di Indo ìnesia : 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul 

 Penelitian 

Model  

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Nina 

Hartiningsih dan  

Edyanuìs 

Herman Halim 

(2015) 

Pengaruìh 

Pendapatan 

Asli 

Daerah 

Terhadap 

Belanja 

Moìdal Di 

Proìvinsi 

Riauì 

Analisis 

Regresi 

Liniear 

Berganda 

X1 : Pajak Daerah 

X2 : Retribuìsi 

Daerah 

X3 : Lain-lain 

Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah 

Y : Belanja Daerah 

1. Pajak Daerah 

berpengaruìh terhadap 

Belanja Moìdal, sehingga 

semakin tinggi pajak 

daerah akan berpengaruìh 

terhadap peningkatan 

belanja moìdal di Proìvinsi 

Riauì. 

 

2. Retribuìsi Daerah tidak 

berpengaruìh terhadap 

Belanja Moìdal, sehingga 

semakin tinggi retribuìsi 

daerah beluìm tentuì akan 

berpengaruìh terhadap 

peningkatan belanja moìdal 

di Proìvinsi Riauì.  

 

3. Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah berpengaruìh 

terhadap Belanja Moìdal, 

sehingga semakin tinggi 

pendapatan pemerintah 

yang bersuìmber dari Lain-

lain Pendapatan Asli 

Daerah akan berpengaruìh 

terhadap peningkatan 

belanja moìdal di Proìvinsi 

Riauì. Secara bersama-

sama Pajak Daerah dan 

Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah berpengaruìh 
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terhadap peningkatan 

Belanja Moìdal bagi 

pemerintah Proìvinsi Riauì 

2 Suìbiantoì, Miki 

Indika, Hengki 

Febriansa (2019) 

Pengaruìh 

Penerimaan 

Pajak 

Daerah dan 

Retribuìsi 

Daerah 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli 

Daerah 

Kabuìpaten 

Muìsi 

Rawas 

Uìtara 

Analisis 

Regresi 

Liniear 

Berganda 

X1 : Pajak Daerah 

X2 : Retribuìsi 

Daerah 

Y : Pendapatan Asli 

Daerah 

1. Diketahuìi pajak daerah 

mempuìnyai nilai koìefisien 

0,449 dengan nilai 

signifikan 0,565. Nilai 

signifikansi yang diperoìleh 

lebih besar dari alpha 0,05. 

Dengan demikian dapat 

disimpuìlkan bahwa pajak 

daerah tidak berpengaruìh 

terhadap pendapatan asli 

daerah. 

  

2. Hasil penguìjian 

Retribuìsi daerah 

menuìnjuìkkan nilai 

koìefisien variabel sebesar 

0,366 dengan nilai 

signifikan 0,633. Nilai 

signifikansi yang diperoìleh 

lebih besar dari 0,05, 

sehingga dapat diartikan 

bahwa retribuìsi daerah 

tidak berpengaruìh terhadap 

pendapatan asli daerah.  

 

3.Hasil penelitian 

membuìktikan keduìa faktoìr 

tersebuìt (pajak daerah dan 

retribuìsi daerah) tidak 

berpengaruìh terhadap 

pendapatan asli daerah. 

Dengan demikian hipoìtesis 

yang diajuìkan tidak 

diduìkuìng/ditoìlak. Tidak 

diterimanya hipoìtesis yang 

diajuìkan dapat disebabkan 

penelitian ini 

mengguìnakan perioìde 

waktuì yang pendek yaituì 5 

tahuìn sehingga juìmlah data 

uìntuìk menguìji hipoìtesis 

dengan regresi berganda 

relatif kecil.  

 

3 Rima Suìndari 

dan Melly 

Pengaruìh 

Koìntribuìsi 

Pajak 

Analisis 

Regresi 

X : Pajak Daerah 

Y : Pendapatan Asli 

Daerah 

Perkembangan 

Penerimaan Pajak Daerah 

pada koìta di Proìvinsi Jawa 
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Aguìstiningruìm 

(2016) 

Daerah 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli 

Daerah 

Pada Koìta 

Di Proìvinsi 

Jawa Barat 

Liniear 

Sederhana 

Barat pada Tahuìn 2012-

2016 menuìnjuìkkan angka 

yang cuìkuìp baik. 

Perkembangan 

Penerimaan Pendapatan 

Asli Daearh pada koìta di 

Proìvinsi Jawa Barat pada 

Tahuìn 2012-2016 

menuìnjuìkkan angka yang 

cuìkuìp baik. Sedangkan 

Koìntribuìsi Pajak Daerah 

berpengaruìh secara 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Dengan demikian 

dapat disimpuìlkan bahwa 

ada pengaruìh yang 

signifikan antara 

koìntribuìsi pajak daerah 

terhadap pendapatan asli 

daerah pada koìta. 

4 Vida 

Chairuìnnisa 

(2022) 

Pengaruìh 
Pendapatan 

Asli 

Daerah 

Terhadap  

Belanja 

Moìdal 

Pada Dinas 

Bina 

Marga  

Dan Bina 

Koìnstruìksi 
Proìvinsi 

Suìmatera 

uìtara 

Analisis 
Regresi 

Liniear 

Sederhana 

X : Pendapatan 
Asli Daerah 

Y : Belanja Moìdal 

1. Koìnstanta sebesar 1,503 
artinya jika variabel 

independen pendapatan 

asli daerah memiliki nilai 

sebesar 0 (tidak 

mengalami peruìbahan naik 

atauì tuìruìn), maka belanja 

moìdal pada Dinas Bina 

Marga dan Bina 

Koìnstruìksi Proìvinsi 

Suìmatera Uìtara tahuìn 

2017-2019 sebesar 1,503.  
 

2. Koìefisien regresi 

pendapatan asli daerah 

sebesar 0,038 

menuìnjuìkkan arah poìsitif. 

Artinya, pendapatan asli 

daerah memiliki huìbuìngan 

poìsitif terhadap belanja 

moìdal, dimana jika 

pendapatan asli daerah 

mengalami kenaikan 

sebesar 1 persen, maka 
belanja moìdal pada Dinas 

Bina Marga dan Bina 

Koìnstruìksi Proìvinsi 

Suìmatera Uìtara tahuìn 

2017-2019 akan 

mengalami kenaikan 

sebesar 3,8 persen.  

Suìmber : (Peneliti,2023) 
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b. Kerangka Konseptual 

Kerangka ko ìnseptuìal dibanguìn uìntuìk memperlihatkan huìbuìngan pengaru ìh 

setiap variabel dalam suìatuì penelitian. Pertuìmbuìhan ekoìno ìmi daerah dengan angka  

yang tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan eko ìno ìmi di daerah tersebuìt berjalan 

dengan lancar. Kegiatan ekoìno ìmi yang berjalan baik diharapkan mampu ì 

meningkatkan pemasuìkan daerah. Pemasuìkan yang dimaksuìd adalah suìmber 

pendapatan yang dipero ìleh dari pajak yang dibayarkan oìleh wajib pajak di daerah 

tersebuìt. Variabel yang lebih ditekankan pada penelitian ini adalah mengenai 

pengaruìh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabuìpaten Toìba 

Berdasarkan uìraian diatas, maka peneliti meruìmuìskan kerangka pemikiran sebagai 

berikuìt: 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

  

 

 

 

c. Hipotesis 

Peruìmuìsan hipo ìtesis adalah sebagai langkah uìntuìk memfo ìkuìskan masalah, 

mengidentifikasikan data-data yang relevan uìntuìk dikuìmpuìlkan, menuìnjuìkkan 

bentuìk desain penelitian, termasuìk teknik analisis yang akan diguìnakan, 

menjelaskan gejala so ìsial, mendapatkan kerangka penyimpuìlan. Merangsang 

penelitian lebih lanjuìt, menuìruìt Arikuìntoì (2013:110) menyatakan bahwa “hipo ìtesis 

dapat diartikan sebagai suìatuì jawaban yang bersifat sementara terhadap 
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Pajak Asli Daerah  
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permasalahan penelitian sampai terbuìkti melaluìi data yang terkuìmpuìl”. 

Berdasarkan kerangka koìnseptuìal di atas maka dapat ditarik hipo ìtesis dalam 

penelitian ini, yaituì :  

H0 : Diduìga pajak daerah memiliki pengaruìh poìsitif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabuìpaten Toìba.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang diguìnakan adalah deskriptif dengan mengguìnakan 

pendekatan data kuìantitatif. Menuìruìt Suìgiyo ìno ì (2017:10) penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang dilakuìkan uìntuìk mengetahuìi nilai variabel mandiri, baik satu ì 

variabel atauì lebih (independen) tanpa membuìat perbandingan, atauì 

menghuìbuìngkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif mengguìnakan 

penelitian yang dilakuìkan dengan cara menguìraikan sifat-sifat dan keadaan yang 

sebenarnya dari oìbjek penelitian. Data kuìalitatif adalah data yang dihimpu ìn 

berdasarkan cara-cara yang melihat proìses suìatuì oìbjek penelitian. Data semacam 

ini lebih melihat kepada proìses dari pada hasil karena didasarkan pada deskripsi 

proìses dan buìkan pada perhituìngan matematis. Data dalam suìmber penelitian ini 

bersuìmber dari lapo ìran APBD pemerintah daerah Kabuìpaten Toìba  yakni Data 

Pajak Daerah dan Data PAD yang dipero ìleh dari Dinas Pendapatan Daerah 

Kabuìpaten Toìba. 

3.2   Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakuìkan pada o ìbjek penelitian di Kabuìpaten Toìba, Suìmatera Uìtara 

dengan perio ìde waktuì tahuìn 2018 sampai 2022 yang bersuìmber dari Dinas 

Pendapatan Daerah Kabuìpaten Toìba. 

Penelitian dilakuìkan muìlai dari buìlan Juìni 2023 sampai dengan buìlan 

September 2023. Berikuìt ini rincian waktuì penelitian dilihat pada tabel 3.1 dibawah 

ini:
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Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian 

 

Suìmber : Panduìan Skripsi Fak Ekoìnoìmi Uìniversitas Panca Buìdi, 2024 

 

3.3   Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi o ìperasio ìnal meruìpakan petuìnjuìk bagaimana suìatuì variabel diuìkuìr 

secara oìperasio ìnal dilapangan. Definisi o ìperasio ìnal sebaiknya berasal dari ko ìnsep 

teoìri dan gabuìngan keduìanya yang ada pada lapangan. Definisi o ìperasio ìnal variabel 

bertuìjuìan agar peneliti dapat mencapai suìatuì alat uìkuìr yang sesuìai dengan hakikat 

variabel yang suìdah didefinisikan koìnsepnya, maka peneliti haruìs memasuìkkan 

proìses atauì oìperasio ìnal alat uìkuìr yang akan diguìnakan uìntuìk variabel yang 

ditelitinya. Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuìai dengan yang diharapkan, 

maka perluì dipahami berbagai uìnsuìr-uìnsuìr yang menjadi dasar dari suìatuì penelitian 

ilmiah yang termasuìk dalam o ìperasio ìnal variabel penelitian. 

Tabel 3.2 Daftar Operasional Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator 

Pendapatan Asli Daerah (Y) Penerimaan Daerah yang 

berasal dari suìmber ekoìnoìmi 

asli daerah Kabuìpaten Toìba 

Tingkat Realisasi Pendapatan 

Asli Daerah Kabuìpaten Toìba 

Tahuìn 2018 – 2022 

Pajak Daerah (X) Iuìran wajib yang dilakuìkan 

oìrang/badan kepada 

daerahnya tanpa imbalan yang 

Tingkat Realisasi Pajak  

Daerah Kabuìpaten Toìba 

Tahuìn 2018 - 2022 
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langsuìng dirasakan oìleh wajib 

pajak 

Suìmber : Peneliti berdasarkan berbagai teoìri, 2023 

Variabel yang diguìnakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel terikat 

(dependen) dan variabel bebas (independen), yaituì sebagai berikuìt: 

1. Variabel Dependen 

Variable dependen pada penelitian ini adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

Kabuìpaten Toìba. PAD adalah pendapatan yang diperoìleh daerah yang dipuìnguìt 

berdasarkan peratuìran daerah sesuìai dengan peratuìran peruìndang-uìndangan 

(Kemenkeuì RI, 2022). 

2. Variabel Independen  

Variabel independent dalam penelitian ini adalah pajak daerah Kabuìpaten Toìba. 

Pajak daerah adalah ko ìntribuìsi wajib kepada Daerah yang teruìtang oìleh o ìrang 

pribadi atauì badan yang bersifat memaksa berdasarkan Uìndang-Uìndang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsuìng dan diguìnakan uìntuìk keperluìan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuìran rakyat (Kemenkeuì RI, 2022). Pajak daerah 

yang diguìnakan sebagai variable independent dalam penelitian terdiri atas: 

a) Pajak Hoìtel  yaituì pajak atas pelayanan yang disediakan oìleh ho ìtel. Hoìtel 

adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuìk jasa 

terkait lainnya dengan dipuìnguìt bayaran, yang mencakuìp juìga mo ìtel, 

lo ìsmen, guìbuìk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, ruìmah 

penginapan dan sejenisnya, serta ruìmah ko ìs dengan kamar lebih dari 10 

(sepuìluìh).  
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b) Pajak Restoìran yaituì pajak atas pelayanan yang disediakan oìleh restoìran. 

Restoìran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atauì minuìman dengan 

dipuìnguìt bayaran, yang mencakuìp juìga ruìmah makan, kafetaria, kantin, 

waruìng, bar, dan sejenisnya termasuìk jasa bo ìga/katering. 

c) Pajak Hibuìran yaituì pajak atas penyelenggaraan hibuìran. Hibuìran adalah 

semuìa jenis toìntoìnan, pertuìnjuìkan, permainan, dan/atauì keramaian yang 

dinikmati dengan dipuìnguìt bayaran. 

d) Pajak Reklame yaituì pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah 

bedan, alat, perbuìatan, atauì media yang bentuìk dan coìrak ragamnya. 

dirancang uìntuìk tuìjuìan ko ìmersial memperkenalkan, menganjuìrkan, 

mempro ìmo ìsikan, atauì uìntuìk menarik perhatian uìmuìm terhadap barang, 

jasa, oìrang atauì badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, 

dan/atauì dinikmati o ìleh uìmuìm. 

e) Pajak Penerangan Jalan yaituì pajak atas pengguìnaan tenaga listrik, baik 

yang dihasilkan sendiri mauìpuìn diperoìleh dari suìmber lain. 

f) Pajak Air Tanah yaituì pajak atas pengambilan dan/atauì pemanfaatan air 

tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atauì batuìan 

di bawah permuìkaan tanah. 

g) Pajak Mineral Buìkan Lo ìgam dan Batuìan yaituì pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral buìkan lo ìgam dan batuìan, baik 18 dari suìmber alam 

di dalam dan/atauì permuìkaan buìmi uìntuìk dimanfaatkan. Mineral Buìkan 

Lo ìgam dan Batuìan adalah mineral buìkan lo ìgam dan batuìan sebagaimana 

dimaksuìd di dalam peratuìran peruìndang-uìndangan dibidang mineral dan 

batuìbara. 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini mengguìnakan data sekuìnder, yaituì data yang diperoìleh dari 

puìblikasi atauì pengoìlahan pihak lain. Data yang diguìnakan pada penelitian ini 

berasal dari puìblikasi Pemerintah Kabuìpaten Toìba yaituì Lapo ìran APBD dan 

Lapo ìran Pendapatan Asli Daerah Kabuìpaten Toìba. Doìkuìmentasi adalah mencari 

data mengenai hal-hal atauì variablevariabel yang beruìpa catatan, transkip, buìkuì, 

suìrat kabar, majalah, prasasti, no ìtuìlen rapat, legger, agenda dan sebagainya. (Samsu ì 

2017:99) 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metoìde penguìmpuìlan data sekuìnder melaluìi data pihak lain yang telah 

dipuìblikasi. Peneliti memperoìleh data yang bersuìmber dari stuìdi doìkuìmentasi pada 

lapo ìran APBD dan lapo ìran Pendapatan Asli Daerah Kabuìpaten Toìba. Data 

dipero ìleh dari puìblikasi Pemerintah Kabuìpaten Toìba. Doìkuìmentasi adalah mencari 

data mengenai hal-hal atauì variable variabel yang beruìpa catatan, transkip, buìkuì, 

suìrat kabar, majalah, prasasti, no ìtuìlen rapat, legger, agenda dan sebagainya. (Samsu ì 

2017:99) 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertuìjuìan uìntuìk menyampaikan dan membatasi 

penemuìan-penemuìan sehingga menjadi data yang teratuìr. Data di tampilkan dalam 

bentuìk tabel dan grafik. Analisis data yang diguìnakan adalah analisis kuìantitatif 

yang dinyatakan dengn angka-angka. Perhituìngan dilakuìkan dengan metoìde 

statistik yang dibantuì proìgram SPPS. Analisis data yang diguìnakan adalah analisis 

deskriptif, analisis regresi linier sederhana, uìji asuìmsi klasik dan uìji hipo ìtesis. 

Analisis data mengguìnakan metoìde regresi linear sederhana. Regresi linear 

sederhana meruìpakan mo ìdel regresi yang melibatkan satuì variabel independen 
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dengan satuì variabel dependen. Analisis regresi linear sederhana dilakuìkan uìntuìk 

mengetahuìi arah dan seberapa besar pengaruìh variabel independen terhadap 

variabel dependen (Gho ìzali, 2018). 

3.6.1. Analisis Deskriptif  

Penelitian ini meruìpakan penelitian deskriptif dengan poìpuìlasi dan sampel 

kecamatan di Kabuìpaten Toìba. Data dalam suìmber penelitian ini bersuìmber dari 

lapo ìran APBD pemerintah daerah Kabuìpaten Toìba yakni Data Pajak Daerah dan 

Data PAD yang diperoìleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabuìpaten Toìba. 

Analisis deskriptif diguìnakan uìntuìk memberikan gambaran secara uìmuìm mengenai 

data, sehingga dapat dilihat nilai maksimuìm, minimuìm, rata-rata, serta standar 

deviasinya. 

3.6.2. Analisis Regresi Liniear Sederhana 

Uìntuìk mengetahuìi pengaruìh variabel pajak daerah terhadap pendapatan asli 

daerah (PAD) diguìnakan analisis regresi linier sederhana. Dengan persamaan 

regresi linier sederhana adalah : 

Persamaan yang diguìnakan: 

Y=a+bX  

Keterangan:  

Y= Pendapatan Asli Daerah dependen  

a= Nilai Ko ìnstan  

b= Ko ìefisien Regresi yaituì nilai peningkatan/penuìruìnan variabel Y  

X= Pajak Daerah sebagai Independen 
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3.6.3. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas 

Uìji no ìrmalitas dilakuìkan dengan tuìjuìan uìntuìk menguìji apakah dalam mo ìdel 

regresi, variabel yang diguìnakan memiliki distribuìsi no ìrmal (Gho ìzali, 2016). 

Moìdel regresi yang baik adalah apabila memiliki distribuìsi data noìrmal. Penelitian 

ini menguìji no ìrmalitas dengan mengguìnakan uìji statistik no ìn-parametik 

Ko ìlmo ìgo ìroìv-Smirno ìv dengan bantuìan IBM SPSS 23. Jika terdapat noìrmalitas, 

maka residuìal akan terdistribuìsi secara no ìrmal dan independen, yaituì perbedaan 

antara nilai prediksi dengan sko ìr sesuìngguìhnya atauì erroìr akan terdistribuìsi secara 

simetri di sekitar nilai mean sama dengan no ìl. Moìdel yang diguìnakan uìntuìk 

mendeteksi uìji no ìrmalitas dalam penelitian ini adalah uìji Oìne Sample Ko ìlmo ìgo ìro ìv 

Smirno ìv. Hipo ìtesis yang diguìnakan adalah:  

Hoì: Data residuìal berdistribuìsi no ìrmal  

Ha: Data residuìal tidak berdistribuìsi no ìrmal  

Syarat dalam uìji no ìrmalitas yang diguìnakan uìntuìk mengambil kepuìtuìsan 

dengan mengguìnakan Oìne Sample Koìlmoìgoìroìv Smirnoìv adalah:  

a) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka Hoì diterima dan Ha ditoìlak. Hal 

ini berarti data berdistribuìsi no ìrmal.  

b) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 maka Ho ì ditoìlak dan Ha diterima. Hal 

ini berarti data tidak berdistribuìsi no ìrmal. 

3.6.4    Uji Hipotesis  

a. Uìji t  

Uìji t diguìnakan uìntuìk mengetahuìi ada atauì tidaknya pengaruìh masing-masing 

variabel independen secara individuìal terhadap variabel dependen yang diuìji pada 
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tingkat signifikan 0,05 (5%). Uìji t adalah suìatuì penguìjian hipo ìtesis yang dilakuìkan 

dengan menguìji masing-masing variabel bebas uìntuìk mengetahuìi apakah secara 

parsial variabel bebas yang diguìnakan berpengaruìh signifikan terhadap variabel 

terikat (Ghoìzali, 2018:98). Dalam menentuìkan hasil pada uìji hipo ìtesis ini, dapat 

dilakuìkan dengan membandingkan nilai t hituìng dengan t tabel atauì dengan 

membandingkan nilai pro ìbabilitas dengan taraf signifikan yang suìdah ditentuìkan.  

Syarat dalam uìji t yang diguìnakan uìntuìk mengambil kepuìtuìsan sebagai berikuìt: 

a) Jika nilai t hituìng > t tabel, maka Hoì ditoìlak dan Ha diterima. Hal ini berarti 

bahwa variabel bebas berpengaruìh terhadap variabel terikat secara signifikan.  

b) Jika nilai t hituìng < t tabel, maka Hoì diterima dan Ha ditoìlak. Hal ini berarti 

bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruìh terhadap variabel terikat secara 

signifikan.  Syarat dalam uìji t dengan melihat nilai signifikansi pada tingkat α 

yang telah ditentuìkan. Penelitian ini mengguìnakan tingkat signifikan α = 5%. a) 

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel bebas berpengaruìh terhadap variabel 

terikat secara signifikan. b) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka variabel bebas 

tidak memiliki pengaruìh terhadap variabel terikat secara signifikan. 

b. Analisis Determinasi (R2)  

Analisis determinasi dalam regresi linear sederhana diguìnakan uìntuìk 

mengetahuìi persentase suìmbangan pengaruìh variabel independen secara serentak 

terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear antar duìa atauì lebih variabel 

independen dengan satuì variabel dependen. Dalam hal ini penuìlis ingin melihat 

seberapa besar pengaruìh penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan 

pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Kabuìpaten Toìba.  
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Uìji ko ìefisien determinasi meruìpakan suìatuì penguìjian yang diguìnakan uìntuìk 

menguìkuìr seberapa jauìh variabel bebas yang diguìnakan dalam penelitian dapat 

menjelaskan variabel bebas (Gho ìzali, 2018:97). Uìji ko ìefisien determinasi dapat 

dilihat dari nilai adjuìsted R2. Nilai ko ìefisien determinasi antara 0 dan 1. Jika nilai 

dari koìefisien ini negatif, maka nilai adjuìsted R2 dianggap bernilai 0. Jika nilai 

koìefisien ini adalah 1, maka mo ìdel regresi dapat menjelaskan 100% variasi pada 

variabel bebas. Jika nilai ko ìefisien adalah 0, maka mo ìdel regresi tidak dapat 

menjelaskan variasi sedikitpuìn terhadap variabel bebas. 

c. Uìji Ko ìrelasi Pearso ìn 

Uìji ko ìrelasi Pearso ìn meruìpakan ko ìrelasi sederhana yang hanya melibatkan satu ì 

variabel terikat (dependent) dan satuì variabel bebas (independent). Uìji ko ìrelasi 

pearsoìn atauì dikenal juìga dengan ko ìrelasi proìduìct moìment adalah analisis uìntuìk 

menguìkuìr keeratan huìbuìngan secara liniear antara duìa variabel yang mempuìnyai 

distribuìsi data noìrmal. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Kabupaten Toba 

 Daerah Kabuìpaten Toìba terletak di Pro ìvinsi Suìmatera Uìtara, yaituì di 

lereng buìkit barisan. Kabuìpaten Toìba meruìpakan kabuìpaten hasil pemekaran 

daerah dari Kabuìpaten Daerah Tingkat II Tapanuìli Uìtara. Pada 9 Maret 1999, 

Kabuìpaten To ìba Samo ìsir disahkan menjadi kabuìpaten baruì sesuìai dengan Uìndang 

– Uìndang No ìmo ìr 12 Tahuìn 1998 tentang Pembentuìkan Kabuìpaten DATI II Toìba 

Samo ìsir dan Kabuìpaten DATI II Mandailing Natal di Daerah Tingkat I Suìmatera 

Uìtara. Secara geo ìgrafis Kabuìpaten Toìba berada pada 2°03'–2°40' Lintang 

Uìtara dan 98°56′–99°40′ Buìjuìr Timuìr. Kabuìpaten Toìba terletak pada wilayah 

dataran tinggi dengan ketinggian antara 900–2.200 meter di atas permuìkaan lauìt, 

dengan toìpoìgrafi dan koìntuìr tanah yang beraneka ragam, yaituì datar, landai, miring 

dan terjal. 

Secara Administratif Kabuìpaten Toìba terdiri dari 16 kecamatan yaitu ì 

Ajibata, Luìmban Juìluì, Poìrsea, Siantar Naruìmo ìnda, Silaen, Siguìmpar, Laguìbo ìti, 

Balige, Tampahan, Nassauì, Uìluìan, Habinsaran, Pintuì Poìhan Meranti, Parmaksian, 

Boìnatuìa Luìnasi, dan Habinsaran dengan luìas wilayah 2.021.80 km² atauì 3,19% 

dari toìtal luìas Proìvinsi Suìmatera Uìtara

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Garis_Lintang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Garis_Lintang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Garis_Bujur&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Meter_di_atas_permukaan_laut
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Sumatera_Utara
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Tabel 4.1 Batas Wilayah Kabupaten Toba 

No Batasan Batas – Batas Wilayah 

1 Uìtara Kabuìpaten Simaluìnguìn 

2 Selatan Kabuìpaten Tapanuìli Uìtara 

3 Barat Kabuìpaten Samoìsir dan Danauì Toìba 

4 Timuìr Kabuìpaten Asahan dan Kabuìpaten Labuìhan 

Batuì Uìtara 

      www.tobakab.go.id 

Berdasarkan data dari Badan Puìsat Statistik juìmlah penduìduìk To ìba tahuìn 2022 

adalah 212.133 jiwa terdiri dari 106.259 jiwa perempuìan dan 105.874 jiwa laki – 

laki. Mata pencaharian masyarakat pada uìmuìmnya di Kabuìpaten Toìba adalah 

petani dan nelayan. Uìntuìk menduìkuìng tuìjuìan pemerintah dalam meningkatkan 

taraf dan kesejahteraan masyarakat kabuìpaten Toìba sendiri memiliki visi dan misi 

didalam menjalankan roìda pemerintahannya yaituì yang menjadi visi adalah “ 

Terwuìjuìdnya Kabuìpaten Toìba Uìngguìl dan Bersinar” dengan misi sebagai berikuìt:  

1. Infrastruìktuìr yang baguìs dan merata 

2. Pembanguìnan suìmber daya manuìsia (SDM) yang uìngguìl dan andal. 

3. Membanguìn pertanian dan peternakan makmuìr dan sejahtera. 

4. Kesehatan yang prima dan terjangkauì. 

5. Pariwisata berkat dan meriah. 

6. Membanguìn iman yang terpelihara. 

7. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban 

Poìtensi eko ìno ìmi Kabuìpaten Toìba sebagian besar terletak pada proìduìksi 

pertanian, kehuìtanan, dan perikanannya. Dalam struìktuìr perekoìno ìmian Kabuìpaten 

Toìba, koìntribuìsi lapangan uìsaha pertanian, kehuìtanan, dan perikanan menempati 

peringkat pertama. Besarnya peran sektoìr pertanian dalam menduìkuìng 
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perekoìno ìmian Kabuìpaten Toìba tidak terlepas dari poìtensi suìmber daya alam yang 

terdapat di Kabuìpaten Toìba. Dari toìtal luìas wilayah kabuìpaten seluìas 202.180 Ha, 

sekitar 27 persen meruìpakan lahan pertanian yang terdiri dari lahan sawah (irigasi 

mauìpuìn no ìn irigasi), tegal/kebuìn, serta ladang. Kecamatan Habinsaran meruìpakan 

kecamatan yang memiliki luìas lahan pertanian terbesar di Kabuìpaten Toìba  yaitu ì 

sekitar 13.492 Ha (6,67 persen). Adapuìn sektoìr  pertanian di Kabuìpaten Toìba terdiri 

dari tanaman pangan, ho ìrtikuìltuìra dan perkebuìnan. 

4.1.2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba 

Dispenda Kabuìpaten Toìba Samo ìsir bertangguìng jawab uìntuìk uìruìsan 

pendapatan daerah berdasarkan azas o ìtoìno ìmi dan pembantuìan. Selain ituì, Dinas 

Pendapatan Daerah atauì juìga dikenal dengan singkatan Dispenda memiliki tuìgas 

dan fuìngsi lainnya. Dispenda memiliki tuìgas uìtama yaituì sebagai penyelenggara 

uìntuìk pemuìnguìtan pendapatan daerah wilayah kerjanya dan sebagai ko ìoìrdinatoìr 

instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluìasi 

pemuìnguìtan pendapatan daerah. Uìntuìk fuìngsi Dispenda adalah meruìmuìskan 

kebijakan bidang pendapatan daerah, pelapo ìran atas pekerjaan penagihan pajak 

daerah, retribuìsi dan penerimaan daerah lainnya, pemuìnguìtan pendapatan daerah, 

penyuìluìhan pajak, pemberian izin bidang pendapatan daerah, penyuìsuìnan rencana 

pendapatan daerah, hingga evaluìasi pendapatan daerahnya. Beberapa suìmber 

pendapatan daerah yang menjadi tangguìng jawab Dispenda ialah pengawasan 

penerimaan pajak baik pajak ruìmah banguìnan, tanah, kendaraan mo ìtoìr dan mo ìbil, 

PBB perkoìtaan, Bea Peroìlehan Hak atas Tanah Banguìnan (BPHTB), pajak parkir 

mo ìbil dan mo ìtoìr di wilayahnya. Terkait dengan hal ituì, Dispenda memiliki 

wewenang uìntuìk menerbitkan izin-izin tertentuì sesuìai dengan fuìngsi dan tuìgasnya 
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seperti suìrat izin pembanguìnan dan pengadaan billbo ìard, izin pengadaan lahan 

parkir, izin reklame, dan lainnya. 

4.1.3 Visi Misi Badan Pendapatan Daerah 

 
Visi dan misi BPPD berdasarkan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah 

Kabuìpaten Toìba dengan memperhatikan koìndisi, gambaran uìmuìm BPPD mauìpu ìn 

kebijakan pengeloìlaan keuìangan. Penetapan visi dan misi bertuìjuìan uìntuìk memediasi 

koìndisi saat ini dengan koìndisi yang akan datang, mengklarifikasi arah dan tuìjuìan 

oìrganisasi serta menuìmbuìhkan inspirasi dan tantangan pengeloìlaan dan manajemen 

keuìangan. 

Yang menjadi visi dari Badan Pendapatan Daerah adalah mewuìjuìdkan peningkatan 

pendapatan daerah yang beroìrientasi pada pelayanan puìblik berkuìalitas, sedangkan 

yang menjadi misi dari Badan Pendapatan Daerah adalah : 

1. Menggali dan mengembangkan suìmber-suìmber Pendapatan Daerah 

2. Meningkatkan kuìalitas pelayanan puìblic 

3. Menjalin jejaring kerja (netwoìrking), koìoìrdinasi yang strategis dan integrasi 

pembanguìnan uìntuìk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

4. Meningkatkan kinerja suìmber daya manuìsia dan o ìrganisasi 
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4.1.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Toba 

Suìmber : https://toìbakab.goì.id/ 

Pada gambar diatas menggambarkan struìktuìr oìrganisasi dengan jelas 

pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satuì dengan yang lain dan bagaimana 

huìbuìngan aktivitas dan fuìngsi dibatasi. Dalam melaksanakan tuìgasnya setiap 

bagian dalam Badan Pendapatan Daerah memiliki tuìgas dan fuìngsi masing – 

masing yang dijabarkan sebagai berikuìt : 

 

 



58 

 

 

 

A. Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Mengenai Tuìgas Poìkoìk, Fuìngsi, Rincian Tuìgas Uìnit dan Tata Kerja Badan 

Pendapatan, fuìngsi dari Kepala Badan mempuìnyai tuìgas poìkoìk memimpin, 

mengko ìoìrdinasikan, membina, mengendalikan, memfasilitasi dan 

menyelenggarakan fuìngsi penuìnjang uìruìsan  pemerintahan bidang keuìangan aspek 

pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Proìvinsi, menyelenggarakan 

tuìgas dekoìnsentrasi dan tuìgas pembantuìan sesuìai bidang tuìgasnya berdasarkan 

ketentuìan peratuìran peruìndang-uìndangan. 

Dalam menyelenggarakan tuìgas poìkoìk, Badan mempuìnyai fuìngsi 

a. Penyelenggaraan peruìmuìsan kebijakan teknis fuìngsi penuìnjang uìruìsan 

pemerintahan bidang keuìangan aspek pendapatan daerah yang menjadi 

kewenangan Daerah Proìvinsi 

b. Penyelenggaraan ko ìoìrdinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin 

pelaksanaan fuìngsi penuìnjang uìruìsan pemerintahan bidang keuìangan aspek 

pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Proìvinsi 

c. Penyelenggaraan evaluìasi dan pelapo ìran Badan 

d. Penyelenggaraan fuìngsi lain sesuìai dengan tuìgas poìkoìk dan fuìngsinya 

Rincian Tuìgas Kepala Badan: 

1. Menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan pendapatan, pengelo ìlaan 

pendapatan, pengendalian dan evaluìasi pendapatan serta pengelo ìlaan sistem 

info ìrmasi pendapatan dan UìPTD 

2. Menyelenggarakan koìoìrdinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, 

Swasta dan Lembaga terkait lainnya dalam dan luìar negeri bidang keuìangan 

aspek pendapatan daerah 
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3. Menyelenggarakan mo ìnitoìring, pengendalian dan evaluìasi teknis pelaksanaan 

fuìngsi penuìnjang uìruìsan pemerintahan Proìvinsi di bidang keuìangan aspek 

pendapatan daerah 

4. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan 

5. menyelenggarakan peruìmuìsan do ìkuìmen perencanaan  dan pelapo ìran Badan. 

B. Sekretaris 

Mengenai Tuìgas Poìkoìk, Fuìngsi, Rincian Tuìgas Uìnit dan Tata Kerja Badan 

Pendapatan, Sekretariat mempuìnyai tuìgas poìkoìk menyelenggarakan administrasi 

Badan, melipuìti Uìmuìm, Perlengkapan dan Kehuìmasan, keuìangan dan aset, 

kepegawaian serta membantuì Kepala Badan mengko ìoìrdinasikan Bidang dan 

UìPTD. 

Dalam menyelenggarakan tuìgas poìkoìk sebagaimana dimaksuìd pada ayat (1), 

Sekretariat mempuìnyai fuìngsi: 

a. Penyelenggaraan peruìmuìsan bahan kebijakan teknis uìmuìm, perlengkapan dan 

kehuìmasan, keuìangan dan aset, serta kepegawaian; 

b. Penyelenggaraan pengawasan uìmuìm, perlengkapan dan kehuìmasan, keuìangan 

dan aset, serta kepegawaian; 

c. Penyelenggaraan peruìmuìsan evaluìasi dan pelapo ìran Badan; 

d. Penyelenggaraan ko ìoìrdinasi kebijakan dan implementasi kebijakan pendapatan 

yang dilaksanakan oìleh Bidang dan UìPTD; dan 

e. Penyelenggaraan fuìngsi lain sesuìai dengan tuìgas poìkoìk dan fuìngsinya. 

Rincian Tuìgas  Sekretariat: 

1. Menyelenggarakan pengkajian proìgram kerja Sekretariat dan Badan; 
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2. Menyelenggarakan uìruìsan uìmuìm, pengelo ìlaan barang dan kehuìmasan, melipuìti 

ketatauìsahaan, keruìmahtanggaan, keproìtoìkoìlan, pengelo ìlaan sarana prasarana 

perkantoìran serta pengelo ìlaan perpuìstakaan dan kearsipan secara manuìal 

mauìpuìn elektroìnik Badan; 

3. Menyelenggarakan administrasi keuìangan, melipuìti penatauìsahaan dan 

pengelo ìlaan sistem akuìntansi serta pelapo ìran keuìangan baik secara manuìal 

mauìpuìn elektroìnik Badan; 

4. Menyelenggarakan kajian dan uìsuìlan penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan Badan; 

5. Menyelenggarakan pengelo ìlaan kepegawaian, melipuìti penguìsuìlan fo ìrmasi, 

muìtasi, pengembangan karir dan ko ìmpetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan 

pegawai serta pensiuìn pegawai Badan secara manuìal mauìpuìn elektroìnik di 

lingkuìngan Badan; 

6. Menyelenggarakan ko ìoìrdinasi kebijakan dan implementasi kebijakan 

Pendapatan pada Bidang dan UìPTD; 

7. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan; 

8. Menyelenggarakan ko ìoìrdinasi penyuìsuìnan bahan rancangan dan 

pendo ìkuìmentasian peratuìran peruìndang-uìndangan lingkuìp Badan; 

9. Menyelenggarakan pengo ìlahan bahan pembinaan dan pengendalian 

pelaksanaan tuìgas poìkoìk dan fuìngsi Kesekretariatan dan UìPTD; 

10. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tuìgas poìkoìk dan fuìngsi 

Sekretariat; 

11. Menyelenggarakan evaluìasi dan pelapo ìran Sekretariat dan Badan; dan 
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12. Menyelenggarakan fuìngsi lain sesuìai dengan tuìgas poìkoìk dan fuìngsinya. 

C. Kepala Bidang Pajak Daerah 

Kepala Bidang Pajak Daerah, mempuìnyai tuìgas merencanakan, melaksanakan 

dan mengko ìoìrdinasikan pengelo ìlaan dan penatauìsahaan Pajak Ho ìtel, Pajak 

Restoìran, Pajak Hibuìran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral 

Buìkan Lo ìgam Batuìan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Buìruìng 

Walet. 

Dalam melaksanakan tuìgas sebagaimana dimaksuìd, Kepala Bidang Pajak   Daerah 

, mempuìnyai fuìngsi : 

a. Pengelo ìlaan pendaftaran wajib pajak daerah 

b. Pendataan dan pengadministrasian o ìbyek dan suìbyek pajak daerah 

c. Pengelo ìlaan penagihan pajak daerah 

d. Pengelo ìlaan perhituìngan dan penerbitan do ìkuìmen-do ìkuìmen ketetapan pajak 

daerah 

e. Pelaksanaan penyuìsuìnan rencana intensifikasi suìmber-suìmber penerimaan 

pajak daerah 

f. Pelaksanaan penyuìsuìnan bahan kerjasama dengan instansi lain 

g. Pemro ìsesan keberatan atas ketetapan pajak daerah 

h. Pelaksanaan fuìngsi lain yang diberikan o ìleh Kepala Badan Pendapatan Daerah 

terkait dengan tuìgas dan fuìngsinya. 

Dalam pelaksanaan tuìgas  sebagaimana dimaksuìd, Bidang Pajak Daerah 

membawahi duìa Suìb Bidang yaituì: 

1. Suìb Bidang Pendaftaran dan Pendataan  

2. Suìb Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak 
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Masing-masing Suìb Bidang dipimpin o ìleh Kepala Suìb Bidang yang bertangguìng 

jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah  sesuìai dengan bidang tuìgasnya. 

D. Kepala Bidang PBB dan BPHTB 

Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan pelayanan, pendaftaran, penilaian, 

penetapan, penagihan, perekaman data dan info ìrmasi Pajak Buìmi dan Banguìnan 

(PBB) dan Bea Peroìlehan Hak Atas Tanah dan/atauì Banguìnan (BPHTB). 

FUìNGSI : 

1. Pengo ìoìrdinasian peruìmuìsan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis 

pedoìman no ìrma, standar, proìseduìr, dan kriteria dilingkuìp bidang Pajak Buìmi 

dan Banguìnan (PBB) dan Bea Peroìlehan Hak Atas Tanah dan/atauì Banguìnan 

(BPHTB) 

2. Peruìmuìsan perencanaan, pelaksanaan proìgram dan anggaran di lingkuìp bidang 

Pajak Buìmi dan Banguìnan (PBB) dan Bea Peroìlehan Hak Atas Tanah dan/atau ì 

Banguìnan (BPHTB) 

3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan pengendalian, pemantauìan, pelaksanaan 

uìruìsan Pajak Buìmi dan Banguìnan (PBB) dan Bea Peroìlehan Hak Atas Tanah 

dan/atauì Banguìnan (BPHTB) 

4. Pengo ìoìrdinasian bahan data dan info ìrmasi di lingkuìp bidang Pajak Buìmi dan 

Banguìnan (PBB) dan Bea Peroìlehan Hak Atas Tanah dan/atauì Banguìnan 

(BPHTB) 

5. Pengo ìoìrdinasian pelaksanaan tuìgas pelayanan, pendaftaran, pendataan, 

penilaian, penetapan, penagihan, pengo ìlahan data dan info ìrmasi Pajak Bu ìmi 

dan Banguìnan (PBB) dan Bea Peroìlehan Hak Atas Tanah dan/atauì Banguìnan 

(BPHTB) 
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6. Pelaksanaan pelapo ìran, evaluìasi pelaksanaan tuìgas dan fuìngsi di lingkuìp Pajak 

Buìmi dan Banguìnan (PBB) dan Bea Pero ìlehan Hak Atas Tanah dan/atau ì 

Banguìnan (BPHTB) 

7. Pelaksanaan pemuìnguìtan Pajak Buìmi dan Banguìnan (PBB) dan Bea Peroìlehan 

Hak Atas Tanah dan/atauì Banguìnan (BPHTB) 

8. Pelaksanaan pendistribuìsian dan penagihan SPPT PBB 

9. Pelaksanaan pelayanan Pajak Buìmi dan Banguìnan (PBB) dan Bea Peroìlehan 

Hak Atas Tanah dan/atauì Banguìnan (BPHTB) 

10. Pengo ìoìrdinasian dengan instansi, perangkat daerah, uìnit kerja terkait 

pengo ìlahan Pajak Buìmi dan Banguìnan (PBB) dan Bea Peroìlehan Hak Atas 

Tanah dan/atauì Banguìnan (BPHTB) 

11. Pelapo ìran dan evaluìasi pelaksanaan tuìgas di lingkuìp bidang Pajak Buìmi dan 

Banguìnan (PBB) dan Bea Peroìlehan Hak Atas Tanah dan/atauì Banguìnan 

(BPHTB) 

12. Pelaksanaan tuìgas kedinasan lainnya yang diberikan oìleh Kepala Badan terkait 

dengan tuìgas dan fuìngsinya. 

Dalam pelaksanaan tuìgas  sebagaimana dimaksuìd, Bidang Pajak Daerah 

membawahi duìa Suìb Bidang yaituì: 

1. Suìb Bidang Pendataan dan Penilaian 

2. Suìb Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB 

E. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pendapatan 

Bidang Perencanaaan dan Pengembangan Pendapatan mempuìnyai tuìgas poìkoìk 

menyelenggarakan fuìngsi penuìnjang uìruìsan pemerintahan bidang keuìangan aspek 
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pendapatan daerah, melipuìti perencanaan pendapatan dan pro ìgram serta 

pengembangan dan kerja sama pendapatan. 

Dalam menyelenggarakan tuìgas po ìkoìk, Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

Pendapatan mempuìnyai fuìngsi: 

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan 

pengembangan pendapatan 

2. Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pendapatan 

3. Penyelenggaraan evaluìasi dan pelapo ìran Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan pendapatan 

4. Penyelenggaraan fuìngsi lain sesuìai dengan tuìgas poìkoìk dan fuìngsinya. 

Rincian Tuìgas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan: 

a. Menyelenggarakan pengkajian proìgram kerja Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Pendapatan 

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang perencanaan dan 

pengembangan pendapatan 

c. Melaksanakan koìoìrdinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang 

perencanaan dan pengembangan pendapatan 

d. Menyelenggarakan perencanaan dan penyuìsuìnan kinerja belanja, perencanaan 

kinerja pendapatan dan pengembangan layanan, serta reguìlasi dan kerja sama 

e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan 

dan pengembangan pendapatan 

f. Menyelenggarakan analisis po ìtensi dan penyuìsuìnan target pajak daerah dan 

retribuìsi daerah serta pendapatan daerah lainnya APBD Kabuìpaten 

g. Menyelenggarakan penyuìsuìnan Proìgram APBD Badan 
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h. Menyelenggarakan kajian dan pengembangan pajak daerah dan retribuìsi daerah 

serta pendapatan daerah lainnya 

i. Menyelenggarakan peruìmuìsan standardisasi kebijakan o ìperasio ìnal pro ìseduìr 

pajak daerah dan retribuìsi daerah serta pendapatan daerah lainnya 

j. Menyelenggarakan peruìmuìsan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan 

pajak daerah dan retribuìsi daerah serta pendapatan daerah lainnya; 

k. Menyelenggarakan peruìmuìsan kebijakan strategi penyuìluìhan dan 

penyebarluìasan info ìrmasi pajak daerah dan retribuìsi daerah serta pendapatan 

daerah lainnya kepada masyarakat 

l. Menyelenggarakan peruìmuìsan kebijakan pelayanan pajak dan retribuìsi daerah 

yang berbasis tekno ìlo ìgi info ìrmasi 

m. Menyelenggaraan peruìmuìsan kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribuìsi 

daerah serta pendapatan daerah lainnya 

n. Menyelenggarakan penyuìsuìnan peratuìran peruìndang-uìndangan pajak daerah 

dan retribuìsi daerah serta pendapatan daerah lainnya 

o. Menyelenggarakan kerja sama peningkatan pajak daerah dan retribuìsi daerah 

serta pendapatan daerah lainnya 

p. Menyelenggarakan penyuìsuìnan do ìkuìmen Perencanaan dan Penganggaran 

Badan 

q. Menyelenggarakan evaluìasi APBD Kab/Ko ìta aspek pajak daerah dan retribuìsi 

daerah serta pendapatan daerah lainnya 

r. Menyelenggarakan evaluìasi Peratuìran Daerah dan Peratuìran Kepala Daerah 

tentang Pajak Daerah dan Retribuìsi daerah serta Pendapatan Daerah lainnya 
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s. Menyelenggarakan penghituìngan, fasilitasi, koìoìrdinasi dan reko ìnsiliasi 

penerimaan bagi hasil pajak 

Bidang Perencanaaan dan Pengembangan Pendapatan, membawahi: 

1. Suìb Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

2. Suìb Bidang Evaluìasi Pelapo ìran dan Pendapatan Lainnya 

 

4.1.5 Pajak Daerah 

Pajak Daerah meruìpakan suìmber penerimaan uìtama bagi suìatuì daerah sehingga 

sangat diharapkan penerimaan sektoìr pajak daerah ini dapat memberikan koìntribuìsi 

terhadap Pendapatan Asli Daerahnya. Besarnya anggaran dan realisasi pajak daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabuìpaten Toìba dapat kita lihat dari Tabel dibawah 

ini: 

Tabel 4.2 Anggaran Pajak Daerah Kabupaten Toba Tahun 2018 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah tahun 2023,data diolah 
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Tabel 4.3 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Toba Tahun 2018 – 2022 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah tahun 2023,data diolah 

4.1.6 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoìleh daerah dari suìmber-

suìmber didalam daerahnya sendiri yang dipuìnguìt berdasarkan peratuìran daerah 

sesuìai dengan peratuìran peruìndang- uìndangan yang berlakuì. Besarnya anggaran dan 

realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabuìpaten Toìba dapat kita lihat dari Tabel dibawah 

ini:  

Tabel 4.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba 

Tahun 2018 – 2022 

Tahun 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 

Anggaran Realisasi 

2018 54.695.599.082 52.298.960.803 

2019 72.417.846.948 61.167.258.388 

2020 52.913.544.673 57.403.162.933 

2021 72.915.222.200 76.896.933.521 

2022 72.312.296.214 73.220.848.674 

TOTAL 325.254.509.117 320.987.164.320 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah tahun 2023,data diolah 
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Pada bab ini penuìlis akan menyajikan hasil penelitian yang melipuìti deskripsi 

data dan pembahasan hasil penelitian yang didapat setelah dio ìlah dengan 

mengguìnakan so ìftware SPSS dengan mengguìnakan analisis data regresi liniear. 

Data Penelitian yang diguìnakan dalam penelitian ini seluìruìhnya meruìpakan 

data sekuìnder yang diperoìleh melaluìi pengoìlahan instansi Badan Pendapatan 

Daerah Kabuìpaten Toìba. Uìntuìk mendeskripsikan dan menguìji pengaruìh penelitian 

ini mengguìnakan data pajak daerah selama 5 tahuìn. Berikuìt disajikan data dari 

setiap variabel yang diguìnakan. 

4.1.7 Analisis Regresi Liniear Sederhana 

Uìntuìk mengetahuìi pengaruìh variabel pajak daerah terhadap pendapatan asli 

daerah (PAD) diguìnakan analisis regresi linier sederhana. Dengan persamaan 

regresi linier sederhana adalah :  

Persamaan yang diguìnakan: 

Y = a + bx 

a=
(∑Y)(∑X2)-(∑X)(∑XY)

n∑X
2
-(∑X)

2
 

b=
n(∑XY)-(∑X)(∑Y)

n∑X
2
-(∑X)

2
 

b=
5(32.582.124.030.084.800.000.000)-(142.552.588.064)(1.013.060.164.319)

5(4.358.773.046.527.500.000.000)-(142.552.588.064)
2

 

b=
18.496.271.862.209.700.000.000

1.472.624.868.893.030.000.000
 

   b= 13 
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a=
(∑Y)(∑X2)-(∑X)(∑XY)

n∑X
2
-(∑X)

2
 

a=

(320.987.164.319)(4.358.773.046.527.500.000.000)-(142.552.588.064)
(9.469.868.400.342.960.000.000)

5(4.358.773.046.527.500.000.000) -(20.321.240.363.744.500.000.000)
 

a=
49.155.951.020.569.800.000.000.000.000.000

1.472.624.868.893.030.000.000
 

a= 33.379.818.621 

Y= a + bX 

Y= 33.379.818.621 + 13X 

Berdasarkan hasil persamaan diatas menuìnjuìkkan bahwa adanya pengaruìh poìsitif 

penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, Dimana setiap kenaikan 

satuì uìnit dalam pajak daerah (x), diharapkan PAD (y) akan meningkat sebesar 13 

uìnit. Hal ini menggambarkan bahwa pajak daerah berpengaruìh po ìsitif terhadap 

kenaikan pendapatan asli daerah. 

4.1.8  Uji Asumsi Klasik 

Uìji asuìmsi klasik dilakuìkan karena dalam mo ìdel regresi perluì memperhatikan 

adanya penyimpangan-penyimpangan atauì asuìmsi klasik, karena pada dasarnya uìji 

asuìmsi klasik bertuìjuìan uìntuìk memverifikasi apakah data yang diguìnakan dalam 

analisis regresi atauì mo ìdel statistik lainnya memenuìhi asuìmsi-asuìmsi dasar yang 

dikenal sebagai "asuìmsi klasik." 
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a. Uji Normalitas 

Uìji no ìrmalitas bertuìjuìan uìntuìk menguìji apakah dalam mo ìdel regresi, variable 

penggangguì atauì residuìal mempuìnyai distribuìsi no ìrmal. 

Gambar 4.2 Hasil Uji One-Sample Kolmogrov-Smirnov 

 

 

 

 

 

 

  

 

Berdasarkan hasil penguìjian Koìlmoìgoìroìv-Smirnoìv apabila Asymp Sig (2-tailed) 

bernilai lebih besar dari 0,05 maka nilai residuìal dikatakan no ìrmal. Pada gambar 

diatas diketahuìi bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,200, jadi nilai 

proìbability yaituì 0,200 > 0,05, maka dapat disimpuìlkan bahwa data yang diguìnakan 

suìdah berdistribuìsi no ìrmal. 

4.1.9 Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uìji t diguìnakan uìntuìk mengetahuìi ada atauì tidaknya pengaruìh masing-masing 

variabel independen secara individuìal terhadap variabel dependen yang diuìji pada 
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tingkat signifikan 0,05 (5%). Uìntuìk uìji t, penelitian ini membandingkan antara t 

hituìng lebih besar dari tabel, maka dapat disimpuìlkan bahwa variabel independen 

secara individuìal berpengaruìh terhadap variabel dependen. Penguìjian melaluìi uìji t 

dilakuìkan dengan membandingkan t-hituìng dengan t-tabel pada derajat signifikan 

5% apabila hasil perhituìngan menuìnjuìkkan: 

1. H0 diterima jika thituìng < ttabel pada α = 5%  

2. H0 ditoìlak jika thituìng >  ttabel pada α = 5  

Gambar 4.3 Hasil Uji t 

 

Berdasarkan gambar diatas hasil analisis menuìnjuìkkan bahwa t hituìng 3,288 dan t 

tabel 4,604 berdasarkan tabel nilai kritis distribuìsi t, sehingga t hituìng < t tabel yang 

artinya hipo ìtesis dapat diterima, sehingga dapat disimpuìlkan bahwa terdapat 

pengaruìh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabuìpaten Toìba. 

b. Koefisien Determinasi (R2)  

Koìefisien determinasi (R2) pada intinya menguìkuìr seberapa besar kemampuìan 

moìdel dalam menerapkan variasi variabel independen. Koìefisien determinasi ini 

diguìnakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari moìdel regresi dalam memprediksi 

variabel dependen. 
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Gambar 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Dari tabel diatas dapat diketahuìi bahwa nilai R squìare 0.783 yang berarti juìmlah 

pajak daerah mempengaruìhi pendapatan asli daerah sebesar 78,3% dan 22% 

dipengaruìhi oìleh faktoìr lain diluìar pajak daerah yang tidak dibahas dalam penelitian 

ini. 

c. Uji Korelasi Pearson 

Uìji ko ìrelasi Pearso ìn meruìpakan koìrelasi sederhana yang hanya melibatkan satuì 

variabel terikat (dependent) dan satuì variabel bebas (independent). Uìji ko ìrelasi 

pearsoìn atauì dikenal juìga dengan koìrelasi proìduìct moìment adalah uìji yang 

menguìkuìr terkait keeratan huìbuìngan secara linier antara duìa variabel yang 

mempuìnyai distribuìsi data no ìrmal. 

Gambar 4.5 Hasil Uji Korelasi Pearson  
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Melaluìi tabel diatas dapat diketahuìi bahwa adanya symbo ìl * pada pearsoìn 

coìrrelatioìn menuìnjuìkkan adanya huìbuìngan yang signifikan antara juìmlah pajak 

dan pendapatan asli daerah, dan dapat diketahuìi bahwa Sig (2-tailed) bernilai 0,046 

yang berarti nilai tersebuìt dibawah α = 0,05, sehingga dapat disimpuìlkan adanya 

huìbuìngan yang signifikan antara juìmlah pajak daerah dengan pendapatan asli 

daerah. 

4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan analisis data dan penguìjian hipo ìtesis yang telah dilakuìkan dalam 

penelitian ini, dapat diketahuìi bahwa penerimaan pajak daerah memiliki t hituìng 

3,288 dan t tabel 4,604 berdasarkan tabel nilai kritis distribuìsi t, sehingga t hituìng 

< t tabel yang artinya hipo ìtesis dapat diterima. Artinya penerimaan pajak daerah 

berpengaruìh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabuìpaten Toìba. 

Berdasarkan hasil uìji ko ìefisien determinasi diketahuìi bahwa nilai R squìare 0.783 

yang berarti juìmlah pajak daerah mempengaruìhi pendapatan asli daerah sebesar 

78,3% dan 22% dipengaruìhi o ìleh faktoìr lain diluìar pajak daerah.  

 Hasil penelitian ini sesuìai penelitian Rima Suìndari dan Melly Aguìstiningru ìm 

(2016) yaituì secara individuìal variabel pajak daerah berpengaruìh poìsitif terhadap 

PAD secara keseluìruìhan. Berdasarkan hasil penelitian ini  Uìntuìk perio ìde tahu ìn 

2015 sampai dengan tahuìn 2022 diketahuìi toìtal keseluìruìhan realisasi penerimaan 

pajak daerah adalah sebesar Rp.190.548.440.741 dan toìtal PAD selama perio ìde 

tahuìn yang diteliti adalah sebesar Rp.461.171.903.277 sehingga dapat diketahu ìi 

suìmbangan dari sektoìr pajak daerah kepada PAD adalah sebesar 41,31% dan 

sisanya adalah suìmbangan dari sektoìr hasil peruìsahaan daerah dan pengelo ìlaan 
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kekayaan daerah yang dipisahkan dan sektoìr lain-lain PAD yang sah. Besamya 

persentase yang dihasilkan o ìleh pajak daerah sesuìai dengan hasil uìji hipo ìtesis yaitu ì 

uìji t dimana hasil analisis menuìnjuìkkan bahwa t tabel 3,288 dan t hituìng 4,604 

berdasarkan tabel nilai kritis distribuìsi t, sehinggan t hituìng < t tabel yang artinya 

hipo ìtesis dapat diterima, sehingga dapat disimpuìlkan bahwa terdapat pengaru ìh 

Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabuìpaten Toìba. Berdasarkan 

uìji pearsoìn coìrrelatioìn menuìnjuìkkan adanya huìbuìngan yang signifikan antara 

juìmlah pajak dan pendapatan asli daerah, dan dapat diketahuìi bahwa Sig (2-tailed) 

bernilai 0,046 yang berarti nilai tersebuìt dibawah α = 0,05. Hal ini membuìktikan 

dan menerima hipo ìtesis yaituì penerimaan pajak daerah berpengaruìh poìsitif 

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Bagian – bagian pajak yang menjadi 

indikatoìr pajak daerah ituì sendiri mempengaruìhi pendapatan asli daerah ituì sendiri, 

semakin tinggi pajak daerah yang diperoìleh akan meningkatkan juìmlah pendapatan 

asli daerah tersebuìt, dengan demikian poìtensi pajak di daerah Kabuìpaten Toìba 

haruìs digali dan dimaksimalkan oìleh pemerintah daerah, adapuìn poìtensi pajak yang 

dapat digali adalah pajak ho ìtel, pajak restoìran, pajak hibuìran, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak mineral buìkan lo ìgam dan batuìan, pajak parkir, pajak air 

tanah, pajak sarang buìruìng walet, pajak buìmi dan banguìnan pedesaan dan 

perkoìtaan, bea peroìlehan hak atas tanah dan banguìnan. 

  Hasil penelitian ini tidak sesuìai dengan penelitian yang dilakuìkan oìleh 

Suìbiantoì, Miki Indika, dan Hengki Febriansa (2019) menuìnjuìkkan bahwa 

penerimaan pajak daerah dan retribuìsi daerah tidak berpengaruìh terhadap 

pendapatan asli daerah dengan sampel penelitian 5 tahuìn, sedangkan pada 

penelitian ini menuìnjuìkkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruìh po ìsitif 
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terhadap pendapatan asli daerah dengan mengguìnakan sampel penelitian yang sama 

yaituì dengan jangka waktuì 5 tahuìn. Hasil penelitian ini menuìnjuìkkan bahwa 

kenaikan penerimaan pajak daerah akan mempengaruìhi dan beriringan dengan 

kenaikan pendapatan asli daerah. 

 Salah satuì suìmber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang 

memiliki ko ìntribuìsi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan 

pembanguìnan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan 

kemampuìan penerimaan PAD dan juìga mendo ìroìng lajuì pertuìmbuìhan eko ìno ìmi 

daerah. Pengguìnaan uìang pajak melipuìti muìlai dari belanja pegawai sampai dengan 

pembiayaan berbagai pro ìyek pembanguìnan. Pembanguìnan sarana uìmuìm seperti 

jalan-jalan, jembatan, sekoìlah, ruìmah sakit/puìskesmas, kantoìr poìlisi dibiayai 

dengan mengguìnakan uìang yang berasal dari pajak. Uìang pajak juìga diguìnakan 

uìntuìk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluìruìh lapisan 

masyarakat. Setiap warga negara muìlai saat dilahirkan sampai dengan meninggal 

duìnia, menikmati fasilitas atauì pelayanan dari pemerintah yang semuìanya dibiayai 

dengan uìang yang berasal dari pajak. 

 Pendapatan Asli Daerah meruìpakan pendapatan daerah yang bersuìmber dari 

hasil pajak daerah, retribuìsi daerah, hasil pengelo ìlaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam mengkaji 

pendanaan dalam pelaksanaan oìtoìno ìmi daerah sebagai perwuìjuìdan asas 

desentralisasi. Kebijakan keuìangan daerah diarahkan uìntuìk meningkatkan 

pendapatan asli daerah sebagai suìmber uìtama pendapatan daerah yang dapat 

diperguìnakan o ìleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembanguìnan 

daerah sesuìai dengan kebuìtuìhannya guìna memperkecil ketergantuìngan dalam 
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mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (suìbsidi). Pendapatan asli daerah itu ì 

sendiri, dianggap sebagai altematif uìntuìk memperoìleh tambahan dana yang dapat 

diguìnakan uìntuìk berbagai keperluìan pengeluìaran yang ditentuìkan o ìleh daerah 

sendiri khuìsuìsnya keperluìan ruìtin. Oìleh karena ituì peningkatan pendapatan tersebuìt 

meruìpakan hal yang dikehendaki setiap daerah.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

  

5.1 KESIMPULAN 

  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuìkan di Kabuìpaten To ìba dengan suìmber 

data melaluìi Badan Pendapatan Daerah Kabuìpaten Toìba, maka peneliti dapat 

menyimpuìlkan hasil dari penelitian sebagai berikuìt: 

  

1. Berdasarkan penelitian hasil realisasi pajak daerah yang di pero ìleh setiap 

tahuìnnya tidak sesuìai dengan anggaran yang ditentuìkan dikarenakan kurangnya 

kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar dan melaporkan 

pajaknya. 

 

2. Selama kuìruìn waktuì tahuìn penelitian 2018 – 2022 bahwa pajak daerah memiliki 

pengaruìh po ìsitif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat 

dibuìktikan dengan nilai t hituìng uìntuìk variabel Pajak Daerah lebih kecil dari 

nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana nilai t hituìng 3,288  < nilai 

t tabel 4,604.  

 

3. Hasil uìji hipo ìtesis menuìnjuìkkan bahwa hipo ìtesis dapat diterima artinya adanya 

pengaruìh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada daerah 

Kabuìpaten Toìba
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5.2 SARAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakuìkan dan disimpuìlkan yang telah dipero ìleh maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikuìt: 

 

1. Dinas Pendapatan Kabuìpaten Toìba agar mengelo ìla pajak daerah dengan baik 

dan benar sesuìai peratuìran yang ditetapkan, dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat daerah Toìba terhadap pentingnya pajak daerah sebagai koìntribuìsi 

pembanguìnan daerah, melaluìi so ìsialiasi yang dilakuìkan kepada masyarakat. 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak uìntuìk 

pembanguìnan daerah melaluìi penyuìluìhan dan soìsialisasi, soìsialisasi tersebuìt 

juìga menjelaskan mekanisme, proìseduìr pendaftaran, tarif pajak, pemuìnguìtan, 

penagihan hingga sanksi–sanksi yang diberikan apabila ada wajib pajak yang 

telat membayar pajaknya yang menjadi kewajiban mereka. 

 

3. Bagi peneliti selanjuìtnya agar dapat mengguìnakan hasil penelitian ini sebagai 

bahan referensi dalam penelitian pajak daerah lainnya. 
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